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Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dalam memenuhi segala
kebutuhan hidup. Terutama atas kerugian yang dialami karena penggunaan
suatu produk barang dan/atau jasa. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai
perlindungan konsumen yang disebabkan karena kelalaian petugas pencatat
meteran listrik sehingga mempengaruhi nilai tagihan yang harus dibayar oleh
konsumen, adapun nilai tagihan tersebut tidak sesuai dengan pemakaian daya
listrik setiap bulannya sehingga konsumen harus membayar lebih dari daya
pemakaian. PT. PLN bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh
konsumen dengan memberikan gantirugi berupa kompensasi kepada konsumen.
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk  mengetahui
pertanggungjawaban pihak PLN terhadap kelalaian dari petugas pencatat
meteran listrik, dan tinjauan figh mu’amalah terhadap perlindungan konsumen
karena kelalaian petugas pencatat meteran listrik yan dilakukan oleh manajemen
PLN. Objek kaijian dalam penelitian ini adalah pihak PT. PLN UP3 Cabang
Merduati dan konsumen selaku pelanggan PLN. Dalam penelitian ini penulis
meggunakan 2 macam tahapan teknik pengumpulan data yaitu : 1) wawancara,;
2) dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pertama
PLN bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen dengan
melakukan ganti rugi berupa kompensasi kepada konsumen yang mengalami
kerugian, dan memberikan kemudahan dalam pengaduan oleh pelanggan dengan
menyediakan layanan pengaduan baik secara langsung di UP3 PLN, call center
123 dan PLN Mobile. Kedua, tinjauan figh mu’amalah terhadap perlindungan
konsumen karena kelalaian petugas pencatat meteran listrik yang dilakukan oleh
Manajemen PLN dapat dilihat dengan adanya hak khiyar dalam perlindungan
konsumen sebagai bentuk perlindungan dan menghindari konsumen dari
kerugian.
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memudahkan segala urusan bapak sekalian.

Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang telah membantu dan
membrikan arahan dalam pertama kali penyusunan skripsi oleh penulis.
Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi
Syari’ah. Serta kepada Bapak/lbu Dosen dan seluruh Civitas Akademika
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada
Ayahanda Mustafa Ibrahim dan Ibunda Raziah yang telah menyayangi
memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta Abangda
Muhammad Nazir dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan
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penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di

waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif

dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 20 Maret 2023
Penulis,

Siti Nazla Mustafa
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf.
Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf

dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf

Latin:

Huruf HurufL Huruf HurufL

Arab e atin gt Arab e atin et
tidak | tidak ( de;e |
\ Alif | dilamba | dilamban | 1 @ 1 i
ngkan kan g
g g bawah)

zet
K Ba’ B Be L za z o
g : ; titik di
bawah)
koma
<O T3’ T Te - ‘ain : terbalik
(di atas)

es
& Sa’ $ (18w - Gain 4 Ge
. titik di &
atas)
z Jim J Je —a Fa’ F Ef
ha
Ha’ h (dengan ; Qaf Q Ki
C ' titik di S
bawah)
t Kha’ Kh ka dan ha 5| Kaf K Ka
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2 Dal D De J Lam L El
zet
3 Zal 7 (dengan Mim M Em
titik di ¢
atas)
) R& R Er J Nin N En
B Zai Z Zet 9 Wau W We
o Stn S Es [ Ha’ H Ha
- # Hamza
" Syin Sy es dan ye s h : Apostrof
es
sad S (ognggn vz’ % Ye
g titikdi | & X
bawah)
de
: (dengan
‘" o d titik di
bawah)
2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
Dammah u




2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
s O Fathah dan ya Al
s O Fathah dan wau Au
Contoh:
S = Kaifa,
Js»  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
sl Fatkah dan alif atau ya A
i Kasrah dan ya I
5 Dammah dan wau U

Contoh:
& = gala
=) =rama
J8 = gila

J35% = yagitlu



4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (&) mati
Ta marbutah ( &) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

JubNi3: raudah al-agfal/ raudatul agfal
dipalasasd : al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madinatul Munawwarah

islb  :7alhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- )% nazzala

- 5 al-birr

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu J!, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

xi



1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh  huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh  huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan
dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanpa sempang.

Contoh:

E ar-rajulu
- (‘.Lal\ al-galamu
- M\ asy-syamsu

)Y al-jalalu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

2 °

- 346 ta’khuzu

“

- {u%  syai’un

- 3 an-nau’u
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-9 inna

)

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:
- &0 Bl 525 545 & d\ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqim/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
- BLss 5 BIE a»\ o~ Bismillahi majreha wa mursaha

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

- ouw\ ;5 & 224 Alhamdu lillahi rabbi al-'lamin/

Alhamdu lillahi rabbil “alamin

- r&-jﬂ uﬁjj\ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

xiii



dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:

- D S5 & Allaahu gafirun rahim

3 L’w\ j”‘Y\ & Lillahi al-amru jam1 an/Lillahil-amru jam1 an
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

Xiv
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan laju perkembangan zaman vyang diikuti dengan
meningkatnya aktivitas masyarakat dewasa ini yang menyebabkan adanya
kenaikan kebutuhan oleh masyarakat sendiri, baik itu dari segi kebutuhan
primer, sekunder bahkan tersier. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat
ini maka juga akan mempengaruhi peningkatan proses produksi, produsen
sebagai pelaku usaha akan terus berupaya melakukan segala hal dalam rangka
memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, dalam upaya pemenuhan kebutuhan
konsumen tak jarang didapati ketidakpuasan konsumen dalam menerima produk
baik itu jasa atau barang. Produsen yang ingin mencapai target penjualan tak
lagi memikirkan kualitas layaanan produk, sehingga tak jaranng ditemui adanya
kerugian yang dialami konsumen akibat ketidaksesuaian hasil produk yang
diterima.

Dalam hal ini, tentu perlu adanya perlindungan hukum terhadap
konsumen sebagai usaha untuk memberikan perlindungan konsumen secara
umum dan mengingat posisi konsumen yang lemah dalam kegiatannya, maka ia
harus dilindungi oleh hukum, disebabkan karena tujuan hukum adalah
memberikan perlindungan kepada masyarakat. * Perlindungan hukum terhadap
konsumen juga akan mejamin kepentingan hukum (hak-hak) dari masyarakat
yang notabe adalah konsumen itu sendiri yang menggunakan berbagai produk
barang atau jasa. Umumnya masyarakat penerima jasa layanan publik sering
mengalami kesulitan akibat kekurangan standar yang tidak jelas. Oleh sebab itu
perlu adanya perlindungan konsumen didalam perundang-undangan di

Indonesia, dimana konsumen akan memperoleh perlindungan secara hukum.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2004), him. 11.

1



Saat ini hukum perlindungan konsumen menjadi hal yang cukup menarik
perhatian oleh masyarakat, karena menyangkut aturan-aturan yang berguna
untuk mensejahterakan masyarakat. Tidak hanya masyarakat selaku konsumen
yang mendapat perlindungan namun pelaku wusaha juga mempunyai
perlindungan didalam hak dan kewajibannya. Disini pemerintah berperan
penting dalam mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem
yang kondusif saling berkaitan satu dengan lainnya, yang bertujuan untuk
mensejahterakan masyarakat secara luas dan merata akan ikut tercapai.

Dengan demikian perlindungan konsumen diartikan sebagai segala
wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen
merupakan hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya
perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Pada tahun 1999
Pemerintah mengeluarkan aturan hukum sebagaimana untuk menjamin
kepentingan hukum dari konsumen yaitu Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999
Tentang perlindungan Konsumen. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan
kepada konsumen. *

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan harus
diperhatikan namun terkadang hal ini masih saja diabaikan oleh pelaku usaha,
pada Pasal 3 tujuan dai perlindungan konsumen adalah meningkatkan
kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
akses negatif pemakaian barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan
konsumen dalam melikih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai

konsumen, menciptakan sistem perlindungan para konsumen yang mengandung

“Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), him. 1.

®Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Diadit Media,
Jakarta, 2014), him. 14.



unsur ketidakpastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi dan lainnya.

Perlindungan terhadap konsumen tidak hanya mengacu kepada konsep
halal dan haram, namun juga berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang
meliputi proses produksi, distribusi, dan tujuan produksi, hingga pada akibat
mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Konsumen yang beragama Islam
dalam mengkonsumsi barang atau jasa bertujuan untuk mengabdi dan
merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Hal tersebut harus mendapatkan perhatia lebih untuk setiap orang baik
itu sendiri maupun berkelompok, dalam keadaan apapun pasti mejadi konsumen
untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang sering terjadi pada
beberapa sisi yang menunjukkan bahwa adanya kelemahan pada konsumen
sehingga membutuhkan perlindungan hukum untuk konsumen pasa umumnya
dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak
hal. Produsen selaku pelaku usaha dalam menjalankan tugas dan wewenang juga
akan bertanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikan, maka pembhasan
perlindungan konumen akan menjadi tolak ukur yang penting untuk dikaji ulang
secara aktual.

Sesuai dengan pasal 29 s/d 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pemerintah berwenang terhadap tugas
yang terkait dengan pengawasan maupun pembinaan dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen baik barang maupun jasa. Mengingat perlindungan
konsumen merupakan aspek penting dalam menentukan kualitas sumber daya
manusia dengan memperhatikan hukum yang berlaku dan telah diatur dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam perlindungan konsumen tentunya banyak permasalahan yang
terjadi sehingga harus menemukan berbagai upaya terhadap masalah tersebut,
salah satunya seperti kelalaian dalam bertugas yang harus dipertanggung

jawabkan. Dalam penulisan skripsi ini permasalahan yang terjadi cenderung



mengarah terhadap produk jasa, dimana pihak petugas dari PT.PLN telah lalai
dalam bertugas pencatatan meteran listrik terhadap konsumen sehingga
mempengaruhi nilai tagihan dari konsumen yang berakibat bisa saja konsumen
membayar lebih untuk tagihan itu. Oleh karena itu perlu adanya upaya berupa
tanggung jawab kerja atas masalah yang ditimbulkan akibat dari kelalaian
tersebut.

Ada dua sumber hukum Islam yang membahas tentang tanggung jawab.
Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari yang artinya: “masing-masing kalian
adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang
dipimpinnya”."Bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah
dilakukannnya, sehingga setiap orang akan dimintai pertanggung jawaban
nantinya oleh Allah SWT kelak diakhirat atas segala apa yang telah kita perbuat
selama di dunia ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Muddasir
ayat 38 yaitu:
“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diIakukannya...”((SS. Al-
Mudddasir :38).°

Dilihat dari segi pelayanan publik, para pelaku usaha dan konsumen ada
kondisi timbalbalik dan saling menguntungkan didalamnya, sehingga dapat
dikatakan sebagai ibadah sosial. Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan
yang strategis, disebabkan penyelenggaraan pelayanan publik selama ini belum
memiliki dampak yang luas terhadap perubahan apek-aspek kehidupan
masyarakat.® Dalam fungsi pelayanan ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu
tugas atau pekerjaan itu sendiri yang harus diselesaikan sesuai dengan syarat,

ketentuan dan waktu yang ada. Menurut Inu Kencana Syafie ada beberapa

*Ahmad Sunarto, Terjemah Riyadhus Solihin Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1999),
him. 610.

°QS. Al-Muddasir(74): 38.

®Abdul  Sabaruddin, ManajemenKolaborasidalamPelayananPublik, (Yogyakarta,
Grahallmu, 2015), him. 1.



ketentuan dalam melihat kualitas pelayanan yang baik pada masyarakat seperti
adanya kendala dalam masyarakat, tanggapan baik, hubungan baik, jaminan
serta pengertian kepada masyarakat. Karena itu merupakan kualitas pelayanan
yang terjamin baik dalam bentuk produksi barang ataupun jasa.

Dalam hal pelayanan tentunya harus memliki Kriteria yang baik dari
segala aspek disetiap individu maupun kelompok, hal ini yang masih
diperbincangkan dalam masyarakat mengenai kelalaian petugas pencatata
meteran listrik oleh PT. PLN yang mempengaruhi ketidaksesuaian nilai tagihan,
sehingga banyak masyarakat yang mengeluh dan dirugikan oleh PT. PLN
(Persero)UP3 Cabang Merduati menyangkut pencatatan meteran listrik.

PT. PLN adalah suatu organisasi (Persero) yang substansi usahanya ikut
serta dalam penimbunan tenaga listrik. Pembangkitan, transmisi, dan distribusi
tenaga listrik merupakan bagian dari penyediaan tenaga listrik, demikian juga
PT. Selain itu, PLN mengembangkan penyediaan tenaga listrik sesuai dengan
peraturan dan rencana yang berlaku serta membangun fasilitas penyediaan
tenaga listrik. PT. PLN telah menerapkan beberapa metode pembacaan,
diantaranya denganmenggunakan camera digital langsung mengambil gambar
atau foto meteran litsrik pelanggan dan langsung diinput saat itu, selain itu juga
dengan metode pembacaan sudah tersedia di aplikasi PLN Mobile dengan
sebutan SwaCam.

Selaku pemilik atau pengelola ketersediaan listrik, PT. PLN terus
memberikan pelayanannya yang terbaik serta bertanggung jawab dalam segala
kesalahan baik itu kesalahan yang ditimbulkan karena kelalaian pencatatan
meteran listrik atau lainnya. Secara kelembagaan PT. PLN telah mencoba untuk
melakukan usaha yang terbaik dengan memberikan pelayanan yang berbasis
professional. Sistem pelayanan yang lebih baik juga dirancang dengan
menggunakan teknologi informasi yang canggih seperti menggunakan alat
berupa kamera digital dalam pembacaan meteran listrik. Hal tersebut juga yang
biasa dilakukan oleh petugas dari PT. PLN UP3 Cabang Merduati untuk



mencegah perubahan nilai tagihan listrik konsumen dengan sikap kehati-hatian
oleh para petugas pencatatan meteran atau petugas cater, petugas dipersiapkan
agar mampu memberikan pelayanan yang baik.

Akan tetapi penerapannya dalam lingkungan kerja ketika bekerja masih
kurang terlihat, karena itu kondisi seperti ini masih sering dijumpai sehingga
menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi. Akibatnya PT. PLN UP3
Cabang Merduati harus mempertanggung jawabkan dalam segala kondisi dan
permasalahan yang timbul dari kelalaian pencatatan meteran listrik sehingga
efek sampingnya yaitu masyarakat harus mengalami kenaikan nilai tagihan
listrik dan karena itu pula sangat merugikan masyarakat sendiri.

Konsumen atau masyarakat banyak mengalami kerugian akibat salah
pencatatan meteran listrik, karena hal tersebut akan mempengaruhi nilai tagihan
listrik dan akan terjadi lonjakan tagihan listrik dadakan yang harus dibayar oleh
pihak konsumen. Ada beberapa upaya berupa pertanggung jawaban PT. PLN
terhadap para konsumen yang merasa dirugikan karena kelalaian dalam
pencatatan meteran listrik oleh petugas pencatatan meteran (cater) untuk
mendapatkan kembali hak para konsumen tersebut, upaya tersebut berupa
memberikan keringinan kepada konsumen untuk potongan tagihan pada bulan
selanjutnya atau pemootngan pembayaran berupa 10% dengan ketentuan yang
berlaku.

Berdasarkan hasil dari penelusuran awal atau observasi penulis,
umumnya para konsumen yang mengalami kerugian akibat dari kesalahan
pencatatan meteran tersebut langsung bisa melakukan pengaduan atau laporan
kerugian bisa dengan aplikasi PLN mobile ataupun langsung mendatangi kator
PLN Banda Aceh. Selain itu para konsumen yang merasa dirinya mengalami
kerugian dapat menuntut ganti rugi dan langsung melapor ke kantor PLN yang
disertai dengan bukti berupa ktp pelanggan dan struk pembayaran listrik,

"Wawancara dengan Rahmat Syukran, Manager Bagian Transaksi Energi Listrik PT.
PLN UP3 Cabang Merduati Banda Aceh, Pada Tanggal 28 Juni 2022.



kemudian pihak PLN akan membayar ganti rugi kepada konsumen yang
mengalami permasalahan ini hingga selesai.?

Dari pembahasan di atas, maka menarik untuk penulis mengkaji
permasalahan ini lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul
“Perlindungan Konsumen Karena Kelalaian Petugas Pencatat Meteran
Listrik Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tagihan Menurut Figh
Mu’amalah (Studi Penelitian PT. PLN (Persero) UP3 Cabang Merduati
Banda Aceh).”

B. Rumusan Masalah
Penelitian ini memfokuskan pada variabel penelitian terhadap
perlindungan konsumen karena kelalaian petugas pencatat meteran listrik.
1. Bagaimana pertanggungjawaban pihak PLN terhadap kelalaian dari
petugas pencatat meteran listrik?
2. Bagaimana tinjauan Figh Mu’amalah terhadap perlindungan konsumen
karena kelalaian petuagas pencatat meteran listrik yang dilakukan oleh

Manajemen PLN?

C. Tujuan Penelitian
Selaras dengan penjelasan di atas yang merupakan substansi masalah,
maka penulis juga memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan
didapatkan oleh penulis dalam penelitian serta analisis data yang di tetapkan
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak PLN terhadap kelalaian
petugas pencatat meteran listrik.
2. Untuk mengetahui tinjauan Figh Mu’amalah terhadap perlindungan
konsumen karena kelalaian petugas pencatat meteran listrik yang
dilakukan oleh pihak PLN.

®Ibid



D. Penjelasanlistilah
Untuk dapat memudahkan dalam memahami peneitian ini, maka terlebih
dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul
penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah, dan
mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun
istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian sebagai berikut:
1. Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan
untuk melindungi dan terpenuhinya hak dan kewajiban konsumen dan
produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan
mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hokum
terhadap kepentingan konsumen.®
2. Kelalaian
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), arti kata lalai
adalah kurang hati-hati arti lainnya dari lalai adalah tidak mengindahkan
kewajiban,dan sebagainya.’® Dengan kata lain lalai tugas adalah tidak
mengindahkan kewajiban tugas yang telah di perintahkan kepadanya.
3. Meteran Listrik
Meteran Listrik adalah alat untuk mengukur pemakaian listrik oleh
konsumen perumahan domestik, tempat usaha, bangunan pemerintah, dan
lain-lain."*
4. Nilai Tagihan
Tagihan adalah kewajiban yang harus dibayarkan pelanggan atas

pemakaian jasa atau fasilitas tertentu, termasuk biaya adminstrasi, denda,

®Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungsn Konsumen, Diakses pada
03 Juli 2022, dari situs : https://peraturan.bpk.go.id

¥ amusBesar Bahasa Indonesia Online, Pengertian Lalai Tugas, Diaksespada 03 Juli
2022, dari situs :https://kbbi.lektur.id

wikipedia Indonesia, Pengertian Meteran Listrik, Diakses padatanggal 04 Juli 2022,
dari situs https://id.m.wikipedia.org



https://kbbi.lektur.id/
https://id.m.wikipedia.org/

bunga, dan biaya lainnya jika ada. Misalnya tagihan listrik karena telah
menggunakan listrik untuk keperluan hari-hari.
5. Figh Mu’amalah

Figh Mu’amalah merupakan sebuah pengetahuan tentang segala
kegiatan atau transaksi yang telah ditetapkan sesuai hukum-hukum syariat,
baik itu tentang perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh
berdasarkan dalil-dalil Islam. Adapun ruang lingkup dalam figh mu’amalah
yaitu berisi tentang keseluruhan kegiatan muamalah anusia berdasarkan
dengan hukum-hukum Islam ataupun berdasarkan peraturan-peraturan
mutlak yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, mubah,

makruh, dan haram.*?

E. Metode Penelitian
Metode Penelitian merupakan sebuah proses yang dilakukan peneliti
dalam pengumpulan data maupun informasi yang diperlukan untuk
mendapatkan pemecahan permasalahan yang akan digunakan. Dalam proses
penelitian seorang penulis harus memiliki data-data lengkap dan objektif yang
berdasarkan fakta yang akurat sistematis dan terstruktur sehingga menghasilkan
sebuah karya ilmiah yang memiliki nilai kualitas tinggi.Sehingga pada skripsi
ini menggunakan metode normatif sosiologis sebagai pendekatan penelitiannya.
Metode penelitian merupakan suatuhal yang sangat pentingguna untuk
mendukung keberhasilan dari sebuah penelitian.
Berikutmerupakanlangkah-langkahdalamhalmelakukanpenelitianini:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan jenis penelitian dengan
normati fsosiologis, yaitu penelitian terhadap azas-azas hokum Islam,dan
sistematika hokum Islam dan perbandingan hukum Islam secara empiris

yang merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum Islam dan efektifitas

?Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), him. 65.
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dalam dinamika social kemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode
normatif sosiologis merujuk sebagai penelitian hukum yang menggunakan
data sekunder sebagai data awal. Selanjutnya menggunakan data sekunder
dengan meneliti efektifitas suatu hokum dari penelitian. Pengumpulan data
dari penelitian ini berdasarkan hasil dari studi pustaka dan wawancara.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah analisis
deksriptif,metode ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam
mendeksripsikan data, sehingga mengetahui bagaimana karakteristik data
yang dimiliki secara langsung dapat mempermudah segala pemecahan
permasalahan berdasarkan fakta yang akurat, baikituhasil wawancara atau
berdasarkan data-data danbuku yang diperoleh berkaitan dengan kelalaian

petugas pecatat meteran listrik.

3. Sumber Data
Sumber data ini sangat diperhatikan oleh penulis demi memperoleh
data sebagai objek kajian maka penulis harus menetukan metode apa dalam
pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian skripsi mengenai
perlindungan konsumen.
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang pertama kali penulis dapatkan dari
sumber dan keterangan para pihak yang terkait atau terlibat ketika proses
penelitian ini berlangsung, yaitu berupa informasi melalui wawancara
narasumber, narasumber yang terkait dalam hal ini adalah masyarakat
selaku konsumen dan pihak dari PT. PLN dan menulis segala informasi
yang penulis peroleh pada saat melakukan penelitian dilingkungan.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari beberapa

buku-buku, dokumen resmi, bahan hokum sekunder yaitu, karya ilmiah,
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artikel dan lainnya, dan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
kelalaian pihak petugas cater atau pencatatan meteran listrik sehingga
mempengaruhi nilai tagihan yang dibayar oleh konsumen.
4. TeknikPengumpulan Data
Dalam hal mendapatkan data-data sebagai objek kajian dalam
melakukan penelitian, maka penulis perlu menetukan teknik pengumpulan
data. Teknik pengumpulan data yang penulislakukan yaitu :
a. Wawancara
Penulis melakukan wawancara dasar pihak terkait seperti
masyarakat selaku konsumen dan pihak PT. Selaku pemilik usaha
penyediaan listrik. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keterangan
dengan secara aktual melalui sesi Tanya jawab kepada beberapa pihak.
Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa data-data tersebut berdasarkan
kebenaran yang terjadi atau kevalidan data.
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu
berupa gambar, tulisan, atau karya-karya yang monumental dari
seseorang.”® Penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data
dengan cara dokumentasi dari beberapa surat atau dokumen-dokumen
yang berkaitan pada penelitian penulis. Berupa surat permintaan
penelitian, pernyataan untuk kesediaan melakukan wawancara, prosedur
melakukan wawancara, dan lainnya.
5. ObjektivitasdanValiditas Data
Penulis menggunakan validitas data yaitu dengan menggunakan
dasar dari teori atau konsep kemudian diturunkan menjadi beberapa aspek
atau indikasi dengan data yang valid. Hal ini bertujuan data yang diperoleh
dari objek tersebut sudah relavan dengan tujuan penelitian.

133ygiono, MetodePenelitianKuantiatifdan R7D, (Bandung, Alfabeta, 2010), him.82.
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6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan data merupakan sebagai alat yang akan
digunakan untuk memperoleh seluruh data sehingga berfungsi untuk
memudahkan penulis dalam pengumpulan data dan analisisnya. Penulis
menggunakan Smartphone dan alat tulis seperti pulpen dalam mencatat
berbagai hal serta menggunakan kamera Smartphone untuk melakukan
dokumentasi seluruh data yang diperoleh dari pihak yang diwawancara.
7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif
kualitatif. Data yang telah dikumpulkan oleh penulis berupa deksripsi dari
fakta dan peraturan dan gabungan dari keduanya dengan tujuan untuk
mencapai kesimpulan, melihat persamaan data dan membandingkan secara
luas antara satu fakta dengan lainnya
8. PedomanPenulisan

Adapun referensi yang digunakan oleh penulis dalam penulisan
penelitian penulis mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi Tahun 2019.

F. KajianPustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi
untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah
dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga
otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ditinjau dari judul skripsi menurut penulusuran yang peneliti lakukan,
belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yan
mengarah pada kelalaian tugas sehingga berpengaruh terhadap nilai tagihan
listrik. Penelitianterdahuludiguakanuntukmenghasilkanpenelitian yang lebihbaik

dan sempurna.
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Pertama, skripsi yang ditulis oleh EffiAngita Sari, Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen dan Tanggung Jawab Perdata PT. PLN (PERSERO)
Cabang Lahat Ranting Baturaja Dalam Pencatatan KWH Meter Listrik. Adapun
hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum
terhadap konsumen dalam KWh meter listrik di PT. PLN (Persero) cabang
Lahat Batuaraja yaitu konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar,
jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa bidang kelistrikan. Jika
kepastian hokum tidak terpenuhi maka pelanggan bisa saja meminta
kompensasi. Pentingnya nilai edukasi tentang perlindungan konsumen maka
dipandang perlunya peran aktif pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) untuk melakukan sosialisasi.**

Perbedaan penelitian Effi Anggita Sari dengan penulis, pada skripsi Effi
objek penelitiannya hanya menumpu pada perlindungan konsumen dan
tanggung jawab secara perdata dari PT. PLN cabang Lahat Baturaja. Sedangkan
pada penelitian dari penulis variabel penelitisnnya tidak hanya tertuju kepada
perlindungan konsumen serta tanggung jawab dari pihak PT. PLN tetapi juga
tertuju pada faktor kelalaian petugas pencatatan meteran listrik sehingga
mempengaruhi nilai tagihan yang harus dibayar oleh konsumen.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Farhan Penguku Raja Siregar, berjudul
Tanggung jawab perdata PT.PLN (PERSERO) dalam pencatatan KWH meter
listrik (Studi Kantor PLN UP3 Medan). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa
banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya tagihan iuran listrik
pelanggan salah satunya adalah karena penggunaan pelanggan itu sendiri yang
menyebabkan kenaikan tagihan iuran listrik miliknya, selain itu juga
dikarenakan oleh petugas cater yang tidak bisa mendatangi rumah pelanggan

yang disebabkan oleh beberapa hal seperti pemilik rumah tidak mendengarkan

“Effi Angita Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Tangagung Jawab
Perdata PT.PLN (PERSERO) Cabang Lahat Ranting Baturaja Dalam Pencatatan KWH Meter
Listrik, 2009, Universitas Muhammadiyah Palembang.
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panggilan dari pihak cater, atau karena hewan pemeliharaan rumah yang dituju
galak.”

Skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penulis dikarenakan hanya
tertuju pada tanggung jawab secara perdata dari PT. PLN, sedangkan penulis
melakuakn penelitian berdasrakan hukum Islam dan Figh Muamalah. Penulis
juga fokus kepada efek yang ditimbulkan oleh kelalaian dari pihak pencatatan
meteran listrik oleh PT. PLN.

Ketiga, Tesis yang ditulis olen Muhammad April, Perlindungan hokum
bagi pelanggan/konsumen listrik dalam pelayanan ketenagalistrikan menurut
undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. PT PLN sebagai Badan Usaha Milik
Negara diberkan kekuasaan ketenagalistrikan oleh pemerintah, sesuai UU No.
15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, diserahi tugas utama untuk
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Perlindungan hukum bagi
konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Hubungan antara
pelaku usaha dengan konsumen dapat terjadi secara langsung maupun tidak
langsung.Karena adanya hubungan hukum inilah antara konsumen dan pelaku
usaha yang dalam hal ini PT PLN terdapat hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan.*®

Perbedaan diantara tesis diatas dengan penulis terletak pada variabel
penelitiannya dimana tesis tersebut hanya fokus pada perlindungan hukum bagi
konsumen yang berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Sedangkan penulis tidak
hanya fokus pada variabel perlindungan konsumen juga pada kelalaian dari
petugas cater dan pengaruhnya terhadap nilai tagihan listrik yang dibayar oleh

konsumen berdasarkan Hukum islam.

Farhan Penguku Raja Siregar, Tanggung jawab perdata PT.PLN (PERSERO) dalam
pencatatan KWH meter listrik (Studi Kantor PLN UP3 Medan), 2022, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.

®Muhammd
April,Perlindunganhokumbagipelanggan/konsumenlistrikdalampelayananketenagalistrikanmen
urutundang-undangNomor 8 Tahun 1999, 2010, Universitas Islam Indonesia.
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Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Kadek Genta Mahadewa dan Desak
Putu Dewi Kasih, Perlindungan hukum terhadap konsumen PT.PLN
(PERSERO) dalam kesalahan pencatatan meteran KWH meter listrik.
Perlindungan konsumen itu sendiri ialah dianggap keseluruhan usaha yang
memberikan jaminan dengan diciptakannya perlindungan dan diciptakannya
rasa aman bagi konsumen. Hal ini diatur pada Pasal 1 angka 1 UUPK yang
sudahcukup mampu adanya pemberian keterangan yang jelas yang diharapkan
dapat berfungsi sebagai benteng untuk mengilangkan kesewenang-wenangan.
Tangggung jawab PT.PLN dalam hal ini dapat ditinjau dari Peraturan Menteri
Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu
Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT.
PLN.Y

Jurnal diatas memiliki perbedaan dengan penulis dimana Kadek Genta
selaku penulis dari jurnal tersebut hanya fokus pada perlindungan konsumen dan
kesalahan dari pencatatan meteran listrik. Sedangkan objek kajian dari penulis
tidak hanya membahas perlindungan konsumen tetapi juga membahas kelalaian
dari petugas pencatat meteran dan pengaruhnya terhadap nilai tagihan listrik
sehingga hal ini sanggat merugikan masyarakat.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Kusmianto, Perlindungan hukum
terhadap konsumen listrik pada PT. PLN (Persero) Cabang Makassar. Pada
kenyataannya perlindungan hukum terhadap konsumen PT.PLN dalam
pemanfaatan jasa tenaga listrik belum sepenuhnya diberikan olen PT.PLN. Surat
perjanjian jualbeli tenaga litsrik yang merupakan landasan hukum dalam
penyaluran tenaga listrik , masih mempunya kekurangan. Didalamnya tidak
memuat kewajiban pelaku usaha untuk memberikan iformasi yang benar, jujur,

dan jelas tentang barang dan/jasa yang diperdagangkann, sebagaimana yang

"Kadek Genta Mahadewa dan Desak Putu Dewi Kasih, Perlindungan hukum terhadap
konsumen PT.PLN (PERSERO) dalam kesalahan pencatatan meteran KWH meter listrik, Vol 9,
2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
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diatur dalam Pasal 7 huruf (b) UUPK. UUPK sendiri telah mengatur apabila
konsumen memilih menyelesaikan sengketannya melalui peradilan umum
ataupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).*®

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Kusmianto dengan penulis terletak
pada varibel yang dituju, dimana skripsi diatas hanya menjelaskan mengenai
perlindungan hukum terhadap konsumen saja. Sedangkan variabel dari objek
kajian penulis fokus juga kepada kelalaian dari petugas pencatat meteran listrik

dan pengaruhnya terhadap nilai tagihan listrik yang merugikan pihak kosumen.

G. SistematikaPembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sitematika
penjelasan, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab dengan
setiap bab tersebut memiliki sub inti bab yang sistematis, yang terdiri dari :

Bab Satu, Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah,
kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua, Berisi landasan teori yang merupakan landasan teori tentang
perlindungan konsumen dari lalai petugas pencatat meteranlistrik dan
pengaruhnya terhadap nilai tagihan menurut Figh Mu’amalah.

Bab Tiga,Pada bab ini membahas tentang paparan dan penjelasan dari
hasil penelitian terhadap perlindungan konsumen dari kelalaian petugas pencatat
meteran listrik dan pengaruhnya terhadap nilai tagihan menurut Figh Mu’amalah
serta tanggung jawab dari pihak PLN terhadap konsumen yang dirugikan
dengan suatu penelitian di PT.PLN Cabang Merduati Kota Banda Aceh.

Bab Empat, Bab terakhir adalah yang berisi kesimpulan yang diambil
berdasarkan hasil uraian-urauian dari pembahsan bab-bab sebelumnya dan

¥Kusmianto, Perlindungan hukum terhadap konsumen listrik pada PT. PLN (Persero)
Cabang Makassar, 2013, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
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saran-saran yang dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ini dan dapat

berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.



BAB DUA
KONSEP PERLIDUNGAN KONSUMEN MENURUT HUKUM
POSITIF DAN FIQH MU’ AMALAH

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah suatu istilah yang dipakai guna
menggambarkan adanya hukum yang akan diberikan kepada konsumen untuk
memenuhi segala kebutuhan hidupnya atas kerugian yang dialami karena
penggunaan produk barang dan/atau jasa.'* Sedangkan menurut peraturan
perundang-undangan, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang
menjamin akan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.*

Ada beberapa cakupan dari perlindungan konsumen, yang meliputi
perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang dimulai dari tahap
kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai pada akibat-akibat
dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Berikut uraian dari cakupan
perlindungan konsumen yang dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:**

a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang atau jasa yang
diserahkan kepada pihak konsumen tidak sesuai dengan apa yang
telah disepakati.

b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil

kepada konsumen.

YByrhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Setifikasi Halal,(UIN-
Maliki Press,2011), him. 1.

2pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan
Konsumen.

2 Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1993),
him. 152.
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Perlindungan hukum secara umum sangat perlu diberikan kepada pihak
konsumen sebab keberadaanya selalu pada kedudukan yang lemah. Ada
beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya akan kedudukan
konsumen dibanding dengan kedudukan produsen, sebagai berikut:*?

a. Tingginya tingkat ketergantungan konsumen terhadap suatu produk

barang atau jasa.

b. Lemahnya pengetahuan konsumen mengenai proses produksi.

c. Lemahnya kemampuan tawar-menawar (bargaining power) secara

ekonomis.

Hal yang paling utama dan ingin dicapai dalam perlindungan konsumen
adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari dalam hidupnya. Dapat dilihat bahwa semua norma perlindungan
konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi
pidana, secara rincinya bahwa segala upaya dan pertanggungjawaban yang
dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindak
preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam segala bidang perlindungan
yang diberikan kepada kosumen.

Adapun pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan
beberapa hal antara lain menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian
hukum, melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan
pelaku usaha, meningkatkan kualitas dari barang dan pelayanan jasa,
memberikan perlindungan kepada pihak konsumen dari praktik usaha yang
dapat menipu dan merugikan.?

Untuk dapat menjalankan pengaturan perlindungan konsumen maka

temtu perlu adanya pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan

22Byrhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Setifikasi Halal,..,hIm.
2.

Z7ulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Prenada media Group, 2013),
him. 23.
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penetapan hukum. Berikut mengenai penjelasan beberapa asas dalam

perlindungan konsumen, yaitu:*

a.

Asas manfaat, maksud dari asas ini bahwa segala upaya dalam
penyelanggaraan perlindungan konsumen hars memberikan manfaat
sebesar-besarnya baik itu untuk kepentingan konsumen maupun
pelaku usaha secara menyeluruh.

Asas keadilan, pada asas ini bermaksud bahwa segala partisipasi
seluruh rakyat agar dapat diwujudkan secara maksimal dan
memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannnya secara adil
dan amanah.

Asas keseimbangan, asas ini dimakssudkan untuk memberikan rasa
keseimbangan antara beberapa pihak dalam perlindungan konsumen,
yaitu kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam
segi materiil ataupun spiritual.

Asas keamanan dan keselamatan dari konsumen, vyaitu untuk
memberikan jaminan atas kemanan dan keselamatan kepada pihak
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/jasa yang akan atau telah digunakan.

Asas kepastian hukum, maksud dari asas ini adalah memberitahukan
baik kepada konsumen maupun pelaku usaha agar menaatinhukum
dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen, dan juga negara akan menjamin kepastian hukum.

Hampir semua orang dalam dunia perekonomian telah menggunakan

produk barang dan/atau jasa yang berada disekitar masyarakat (pasaran) yang

dapat dikategorikan sebagai pemakai atau konsumen. Dengan besarnya total

konsumen yang mengharapkan keperluannya pada suatu produk dan/atau jasa

#Burhanuddin S, Hukum Perlindungan Konsumen&Sertifikasi Halal,...,hIm. 4.
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yang beredar di lingkungan masyarakat, hal itu menyebabkan keberadaannya

perlu memperoleh perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam hal ini, pemerintah menindak lajuti pemberlakuan perundang-

undangan tentang perlindungan konsumen yang memiliki tujuan untuk:®

1.

Untuk meningkatkan kesadaran diri, kemandirian dan kemampuan
konsumen dalam melindungi dirinya.

Untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari segala hal berbau negatif akan pemakaian
barang dan/atau jasa

Untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilah,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

Untuk menciptakan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen
yang berisi unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi untuk
konsumen tidak hanya itu tetapi juga akses untuk mendapatkan
informasi

Untuk menumbuhkan kesadaran kepada pelaku usaha tentang hal
pentingnya perlindungan konsumen, sehingga akan tumbuh sikap
yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha

Untuk peningkatan kualitas barang dan/atau jasa yang akan
menjamin kelangsungan suatu usaha produksi barang dan/atau jasa,
kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta keselamatan dari

konsumen.

Pada hakikatnya, tujuan dari perlindungan konsumen itu adalah

mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi atau binis. Maslahat dalam arti

kata ekonomi atau bisnis adalah kombinasi antara pencapaian keuntungan dan

berkah. Keuntungan yang diperoleh dapat dilihat dari kegiatan usaha

memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan keberkahan yang

B1bid,him. 5.
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diperoleh ketika usaha tersebut dilakukan dengan niat ibadah dengan kesesuaian

akan prinsip-prinsip syariah.

B. Unsur-Unsur Perlindungan Konsumen

Dalam hukum perlindungan konsumen, akibat hukum tidak hanya
berhenti sesudah terjadinya kesepakatan antar para pihak (ijab qabul),
melainkan juga perlu ditindaklanjuti hingga pasca kesepakatan itu terjadi,
artinya walaupun perikatan antar kedua pihak konsumen dan pelaku usaha
dinyatakan selesai namun pihak konsumen konsumen akan tetap berhak
mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang
disediakan produsen. Yang dimaksud para pihak dalam penjelasan tersebut
adalah sebagai berikut:

a. Konsumen

Istilah konsumen berasal dan merupakan alih bahasa kata

consumer secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen)

setiap orang yang menggunakan barang atau jasa, dengan kata lain

konsumen adalah individu pemakai terakhir barang atau jasa yang

diserahkan oleh pelaku usaha dan harus dilindugi selama ia tidak

memiliki  kapasitas bertindak sebagai produsen atau pelaku

usaha.®Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen adalah: “Setiap orang pemakai barang

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan

diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak

untukdiperdagangkan. '

Berdasarkan pengertian diatas, maka penjelasannya subjek yang

disebut konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai

**Rosmawati., Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Depok: Prenada Media
Group, 2018), him. 2.
“’pasal 1 angka 2 Undang-undang No.8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.
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penggunasuatu produk tertentu. Dalam literatur ekonomi, secara umum

dikenal dua macam konsumen, yaitu:?

1.

Konsumen antara, adalah orang yang menggunakan suatu
produk barang atau jasa dengan tujuan untuk digunakan atau
diperdagangkan kembali atas maksud mencari keuntungan.

Konsumen akhir, adalah pengguna atau orang yang terakhir
menggunakan atau mendapatkan barang atau jasa tersebut

untuk kepentingan kehidupannya sehari-hari.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak akan bisa

saling terpisahkan dari kehidupan manusia. Apabila manusia

berhubungan dengan sesamanya, maka dengan sendirinya melahirkan

hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Adapun Hak dan

Kewajiban Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999

sebagai berikut:

Hak konsumen berdasarkan UUPK, yaitu:%

il

Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang atau jasa.

Hak untuk memilih barang atau jasa sehingga mendpatkan
barang atau jasa sesuai keinginan dan dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak atas informasi yang benar untuk konsumen

Hak untuk dapat didengar pendapatnya mengenai keluh kesah
akan barang atau jasa yang dikenakan.

Hak untuk mendapatkan pelayanan oleh advokasi,

perlindungan serta upaya untuk penyelesaian dari sengketa.

2Rosmawati., Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen...,him. 7.
|bid, him. 50.
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Sedangkan kewajiban konsumen adalah:

1.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatn barang ataupun jasa yang
digunakan demi keselamatan.

Memiliki iktikad baik ketika melakukan proses transaksi
Melakukan pembayaran sesuai dengan apa Yyang telah
disepakati

Harus mengikuti segala upaya penyelesaian hukum akan

sengketa konsumen.

b. Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang perlindungan konsumen, pelaku usaha

adalah setiap orang atau individu maupun badan usaha, baik yang

berbetntuk badan hukum atau bukan badan hukum yang di didirikan dan

berkedudukan atau melakukan segala kegiatan produksi barang atau jasa

dlam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Hak dan kewajiban dari pelaku usaha

Bagi seorang pelaku usaha hak adalah yang paling menarik oleh

pengusaha, hak pelaku usaha yaitu:®

il

Hak untuk menerima segala pembayaran yang telah
disepakati dengan pihak konsumen.

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang anarkis dan tidak baik.

Hak untuk melakukan pembelaan diri jika sewaktu-waktu
telah terjadi hal yang buruk dalam penyelesaian sengketa
konsumen.

Hak untuk membersihkan nama baik atau rehabilitasi tas
pencemaran nama pelaku usaha, hal ini dilihat apabila pelaku

O)bid,him. 53.



25

usaha terbukti bahwa kerugian yang dialami konsumen tidak

berusmber dari barang atau jasa yang diproduksinya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha yaitu:

1.
2.
3

Beriktikad baik dalam melakukan segala kegiatan usahanya
Memberikan informasi yang benar kepada konsumen
Memperlakukan konsumen dan melayaninya dengan benar
dan tidak diksriminatif

Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksinya
Memberi kompensasi, biaya ganti rugi atau penggantian atas

kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan konsumen.

C. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen ialah tempat dimana hukum

perlindungan konsumen itu dapat ditemukan. Pada hakikatnya sumber-sumber

hukum perlindungan konsumen terdiri dari perundang-undangan, perjanjian,

traktat, yurispudensi, kebiasaan dan pendapat para ahli. Berikut penjelasan

mengenai sumber-sumber hukum dalam perlindungan konsumen yaitu:**

1. Peraturan Perundang-Undangan.

a.

e.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, dengan beberapa peraturan pelaksanaanya antara
lain PP No.69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan
Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentaang Pangan dan
Beberapa Instruksi Presiden, Keputusan Menteri Pertanian,
Keputusan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan.
Peraturan  Perundang-undangan tentang  Standarisasi,
Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu di Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

*Dewa Gede Rudy, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen,Fakultas Hukum,
Universitas Udayana, 2016, him. 22.
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Undang-Undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
Undang-Undang No. 19 Tahun 2022 tentang Hak Cipta
Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

I. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk.

2. Perjanjian

> @

Perjanjian atau kontrak memiliki kedudukan hukum yang sama,
dengan kata lain ketika perjanjian dibuat oleh pihal-pihak tertentu dapat
dijadikan dasar hukum bagi yang membuat perjanjian itu sendiri. Hal ini
berdasarkan pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian
dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang
membuatnya saja dan tidak berlaku bagi masyarakat umum. Perbedaan
perjanjian dengan perundang-undangan adalah perundang-undangan
dibuat oleh pemerintah selaku penguasa dan memaksakan
pemberlakuannya, sedangkan perjanjian dibuat oleh suatu badan atau
perorangan atas keinginan pihak-pihak tersebut.

3. Traktat

Traktat ini merupakan perjanjian cakupannya lebih besar, dimana
beberapa pihak yang melakukan perjanjian adalah antar Negara dan
dapat dibuat oleh dua Negara atau lebih. Dimana setiap negara memiliki
kedaulatan hukumnya sendiri dan dapat menetukan nasib bangsanya dan
hukum yang berlaku di Negara tersebut.

4. Yurispudensi

Yurispudensi merupakan putusan-utusan engadilan yang dapat
dianggap suatu sumber dari hukum, dapat dikatakan demikian karena
apabila sudah ada suatu produk yuridpudensi yang tetap, maka para
hakim akan selalu mengikuti dalam memberikan putusannya dengan

masalah yang serupa.
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5. Kebiasaan

Kebiasaan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam
kegiataan bisnisnya untuk tumbuh dan terus berkembang dalam
masyarakat dengan berbagai kebiasaan yang akan diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari yang selanjutnya akan diatur sebagian dalam

peraturan perundang-undangan.

D. Konsep Perlindungan Konsumen Menurut Figh Muamalah

Pengaturan tentang konsumen dalam Islam mencerminkan hubungan diri
manusia dengan Allah SWT. Segala kegiatannya dalam menggunakan barang
atau jasa merupakan manifestasi zikir atas nama Allah. Islam sendiri
mempunyai batasan-batasan yang diberikan kepada konsumen untuk tidak
mengonsumsi barang atau jasa yang hukumnya haram, agar manusia selamat
baik di dunia maupun di akhirat.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting dan diperhatikan
dalam Islam, dikarenakan Islam sangat melihat bahwa perlindungan konsumen
bukan hanya sebagai hubungan keperdataan saja, akan tetapi juga menyangkut
kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia
dan Allah SWT. Oleh karena itu perlindungan konsumen terutama terhadap
konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.
Dalam Islam yang menjadi acuan dalam hukum perlindungan konsumen adalah
konsep halal dan haram, keadilan ekonomi, dan yang berdasarkan ataas nilai-
nilai ataupun prinsip-prinsip ekonomi Islam.*

Dalam Islam adanya perlindungan konsumen pasti disebabkan dengan
sutau hal yang menimbulkan kerugian, oleh karena itu Islam juga mengatur
bsgaimana ganti rugi tersebut sebagai upaya dalam bentuk pertanggungjawaban

dari kesalahan atau kelalaian. Menurut Syeikh Wahbah al-Zuhaily seorang

*Muhammad dan Alimin,Etika dan perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam,
(‘Yogyakarta: BPFE, 2004), him. 132.
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fugaha kontemporer menyebutkan ganti rugi dengan istilah za'widh. Adapun
definisnya sebagai berikut :
33119;\}? SAadladlyl | allidaasen o gnd
Ta’widh (ganti rugi) adalahupaya menutup kerugian yang terjadi

dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan.

Dengan kata lain ta’widh adalah menutup kerugian yang terjadi akibat
pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan Kkergian rill yan dapat
diperhitungkan dengan jelas sebagai upaya untuk memperoleh pembayaran akan
kerugian yang diperkirakan. Salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam
Islam adalah adanya mekanisme ta’widh (pemberian ganti rugi) kepada pihak
yang hak-haknya dilanggar, dapat dikatakan juga menutup kerugian yang terjadi
akibat pelanggaran atau kekeliruan. 3*

Praktik ganti rugi dalam Islam menurut Syeikh Wahbah al-Zuhaily
menyatakan:

Bygiallal 20331 0 Y1 of (Aldedd of) 5aS3M 28zl )Ly L Ll ploobil
Sad 3321 35mgll JUI g2 aygadl 2 OV g2l SIS (3 Lo ogn W
Plos gyl

Adapun hilangnya kemaslahatan dan timbulnya kerugian yang menanti

dan belum pasti (di masa yang akan datang) atau kerugianyang bersifat

adabi (moral) atau kerufian maknawi, maka (secara figih, semua bentuk
kerugian itu) tidak dapat diganti rugi. Karena objek ganti rugi adalah
harus berupa harta yang bisa dinyatakan (konkret) dan bisa dibuktikan

secara empiris (riil) serta bisa dinominalkan (berharga) secara syara’.

Berdasarkan pernyataan diatas ganti rugi bisa saja diterapkan karena

adanya faktor kesalahan atau kelalaian yang sadar dilakukan dengan artian

*\Wahbah al-Zuhaily, Nadhariyatu al-Dlamman, (Beirut: Dar al-Fikr:1998), him. 82.

*Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan
Ekonomi Syariah, him.828.

*1bid, him. 86.
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disengaja. Hilangnya suatu manfaat atas barang atau jasa yang timbul oleh
kerugian bisa saja diajukan ganti rugi berupa bentuk tanggung jawab yang
merupakan kerugian dalam bentuk nominal dan bersifat riil, adapun mengenai
besar ganti rugi tersebut adalah sesuai dengan kerugian yang nampak dan
ternilai secara riil.*

Dasar hukum perlindungan konsumen dalam Islam, sama halnya dengan
dasar hukum Islam yang telah diakui oleh mayoritas jumhur ulama, yaitu
bersumber dari:*’

1. Al-Qur’an

Perlindungan konsumen dalam Islam salahsatunya bersumber
dari Al-Qur’an. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen
diharapkan untuk kehidupan masyarakat lebih tertata dan lebih baik, dan
terlepas dari tindakan yang merugikan. Sangat penting untuk menjamin
perlindungan hukum bagi kosumen, hal ini tentunya tidak terlepas dari
kesadaran diri produsen selaku pelaku usaha, sehingga kedua belah
pihak tidak merasa saling dirugikan.*®

Dalam Qs. Surat al-Maidah Ayat 67, Allah SWT berfirman:

ez 5 e, E2l i e ols 815 2 1) J50G A Jpan Lt
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Hai Rasul,sampaikanlah apa yang diturukan kepadamu dari Tuhanmu.
Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu
tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari
(gangguan) manusia. sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk

kepada orang-orang yang kafir. (Qs. Al-Maidah:67)

*®Ganti rugi dalam Islam, diakses pada tanggal 29 Januari 2023, dari situs:
https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalamislam.co.id
$"Wahbah al-Zuhaily, Ushul Figh al-Islamiy, (Beirut: Dar al-Fikri. 1986), Jilid 1, him.

558.
*®Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan
Nasional dengan Syari’ah, (Malang:UIN-Malang Press, 2009), him. 354,
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Dalam ayat ini menjelaskan bahwa mengingatkan Rasulullah
untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada ahli kitab tanpa
menghiraukan ancaman dari mereka, Allah berjanji memelihara Rasul
dari segala gangguan dan tipu daya muslihat orang-orang Yahudi dan
Nasrani. Selain itu ayat ini juga berbicara mengenai perlindungan yang
diberika oleh Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama
Allah, untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin
segala kebutuhannya.*

Selain itu ayat yang mengatur perlindungan konsumen juga
terdapat dalam Qs. Al-Bagarah Ayat 279. Allah berfirman:

Y5 O3alls ¥ 1053t 235 K0 25 Ol i 1 o3 s el wlads B
Maka jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa riba), maka
ktahuilah bahwa Allah dan Rasul Nya akan memerangimu. Tetapi jika
kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka kamu berhak atas pokok
hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi
(dirugikan). (Qs. Al-Bagarah:279)

Penjelasan ayat diatas berhubungan dengan perlindungan
konsumen, dalam segala aktivitas usaha atau bisnis dianjurkan untuk
tidak merugikan dan tidakdirugikan antara para pihak baik itu pelaku

usaha maupun konsumen didalam aktivitas bisnis sebagaimana yang
terdapat dalam kutipan ayat tersebut “0315 Y5 &3245 Y artinya tidak
merugikan dan tidak dirugikan. Sesuai dengan anjuran agam Islam untuk

tidak saling merugikan sesama umat Muslim, dan harus saling

menghargai dalam segala aktivitas produksi.

¥Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), him. 153.
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2. Hadits

Selain berdasarkan Al-Qur’an, sumber hukum perlindungan
konsumen menurut hukum Islam juga bersal dari hadits. Dilihat bahwa
Islam juga memiliki prinsipdalam hal melindungi segala kepentingan

manusia, sebagaimana dalam suatu hadits. Rasulullah SAW bersabda:
vimju&z»uuw Jsti Sivee &2 L;),GL\ S{E NEEANVES N
g b o) S S5 55729: 06
Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Sinan al- Khudri ia berkata: sesungguhnya
Rasululllah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang
memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara

yang salah. (HR. Ibnu majjah dan al-Daruqutni).

Hadits diatas menjelaskan bahwa antara pihak yang terikat
hendaklah untuk saing menjaga hak dan kewajiban keduanya, hal itu
bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang
dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan kegiatan
tersebut. Poin penting dalam hal ini adalah bagaimana untuk bersikap
bagi pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya
diperoleh, bagi konsumen pun hendaklah menyadari apa yang mejadi
kewajibannya. Oleh karena itu untuk saling menghormati apa yang
menjadi halk dan kewajiban masing-masing, sehingga akan terjadilah
keseimbangan (tawazun) sebagaimana yang telah diajarkan dalam
ekonomi Islam. #

3. Qawa’id Fighiyyah

Semakin majunya zaman akan mempengaruhi segala aktivitas

usaha manusia terutamaberhubungan dengan barang dan jasa, tentunya

tidak lepas dari perkembangan ilmu dan teknologi, serta peningkatan

“Imam mahyidin an-nawawi, ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh al-Arba’in an
Nawawiyah, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), him. 245.
*'Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, ..., him. 358.
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tuntutan masyarakat yang meningkat, dan melahirkan model-model
transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam.
Salah satu cara dalam penyelesaian hukum Islam adalah dengan
menggunakan kaidah-kaidah. Sebagaimana dalam kaidah yang
menyatakan:

RPN RRIURY
Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.

Suatu akad tidak sah apabila salah satu dari pihak dalam kondisi
terpaksa atau merasa dirinya tertipu. Akan tetapi apabila ketika waktu
akad berlangsung sudah saling ridha, dan kemudian salah satu pihak
merasa tidak puas juga tertipu dan keridhaan akan akad itu pun hilang
maka akad tersebut bisa batal. Misalnya pembeli yang merasa tertipu
ketika memesan suatu barang terdapat cacat oleh sipenjual. *®

Dalam kaidah lain juga menjelaskan tentang perlindungan
konsumen, apabila suatu transaksi mendatangkan kerusakan atau
menolak danya kebaikan hal itu dilarang sebagaimana dalam kaidah

sebagai berikut:
44,

B g o BN ssiisledzs O s 8
Setiap transaksi yang mendatangkan kerusakan atau menolak kebaikan

adalah dilarang.

Adanya pemberlakuan hukum khiyar dalam aktivitas bisnis baik
yang dilakukan oleh penjual atau pembeli adalah untuk menghindari
adanya penipuan dapat memberlakukan aturan untuk pihak yang

merasatertipu akan diperkenankan utuk membatalkan kembali aktivitas

*H.A Djazuli, Kidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis,
(Jakarta: kencana, 2006), him. 129.

“Ibid, him. 131.

*Ahmad Sudirman Abbas, Sejarah Qawaid Fighiyyah, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya),
2004), him. 168.
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bisnis atau transaksi dan dapat meminta kembali uangnya.**Adanya
perlindungan konsumen tentu masyarakat berharap untuk kehidupan
yang lebih baik, aman, dan terhindar dari segala tindakan yang
merugikan mereka. Dan tidak kalah penting adalah untuk menjamin
adanya kepastian hukum dengan memberi perlindungan kepada
konsumen. Hal ini tidak terlepas dari adanya perilaku kesadaran oleh
produsen (pelaku usaha). Sehinggakedua pihak yaitu pihak produsen dan
konsumen tidak saling merasa rugi, bahkan bisa saling
menguntungkan.*

Dalam melindungi kepentingan para pihak dalam segala aktivitas bisnis
atau dagang, maka perlu diperhatikann asas dan tujuan perlindunga konsumen.
Hukum Islam telah menetapkan asas yang dapat dijadikan sebagai pedoman
dalam melakukan segala aktivitas transaksi dalam berbisnis. Asas-asas dalam
hukum Islam yaitu:*’

1. Asas Tauhid (mengesakan Allah SWT)

Asas Tauhid (mengesakan Allah SWT dari seluurh kegiatan
berbisnis didalam hukum Islam ditempakan pada bagian asas tertinggi.
Kemudian dari asas ini pula lahir asas istiklaf yang menyatakan bahwa apa
yang dimiliki oleh manusia pada dasarnya merupakan titipan dari Allah
SWT semata. Dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang telah
diberikan kepadanya. “®

Dari asas tauhid tersebut juga melahirkan asas al-ihsan, yaitu
melaksanakan segala perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat

kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskannya

®Ahmad Sudirman Abbas, Qawa’id Fighiyyah dalam perspektif Fikih, (Jakarta:
Pedoman lImu Jaya, 2004), him. 131.

“®Ibid, him. 355.
*Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999, di akses melalui:

https://smedia.neliti.commediapublications43513-1D, pada tanggal 30 Januari 2023.
*yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Bisnis Islam, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997),
him. 180.
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untuk melaksanakan perbuatan tersebut.* Dari ketiga asas diatas melahirkan
asas al-amanah, ash-shidiq, al-adl, al-khiyar, at-fa’'wun, keamanan,
keselamatan, dan at-taradhin.

2. Asas al-amanah

Asas al-amanah adalah setiap pelaku usaha adalah pengemban
amanah untuk masa depan dunia, oleh karena itu harus menjadi pribadi yang
terpercaya dan bertanggung jawab atas apapun yang dikerjakan dihadapan
Allah SWT. Sedangkan asas ash-shidiq merupakan harusnya berperilaku
jujur, dan paling utama haruslah menanamkan sikap kejujuran dalam segala
aktivitas berbisnis.

3. Al-adl (Asas Keadilan)

Asas Al-Adl berarti keadilan, keseimbangan dalam hubungan dengan
segala aktivitas dalam alam semesta ini. Sedangkan Al-khiyarmerupakan hak
untuk memilih dalam suatu transaksi bisnis, dalam hukum Islam
menerapkan asas ini agar menjaga tidak terjadinya perselisihan diantara
pihak pelaku usaha dengan konsumen.

4. At-ta’wun

Asas ini merupakan asas tolong menolong, dikarenakan tidak adanya
satupun manusia dimuka bumi ini yang tidak membutuhkan pertolongan
orang lain. Dengan demikian dalam hubungannya dengan adanya transaksi
antara pelaku usaha dan konsumen ini harus diterapkan dan dijiwai oleh
kedua belah pihak yang bertransaksi.

5. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan didalam hukum Islam terdapat lima
hal yang perlu dipelihara dan dijaga (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu
memilihara agama (hifdh al-din), memelihara jiwa (hifdh an-

*Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam islam, (Jakarta: kencana, 2006),him. 102.
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nafs),memilihara akal (hifdh al-agl), memelihara keturunan (hifdh nasl),
danmemeliahara harta (hifdh al-maal).>

Tinjauan figh mu’amalah pada perlindungan konsumen merupakan hal
yang sangat perlu diperhatikan. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen
buakn hanya sebagau hubungan keperdataan saja, akan tetapi juga berkaitan
dengan kepentinan publik secara luas, bahkan berkaitan dengan hubungan antara
manusia dengan Allah SWT. Dalam figh mu’amalah adanya konsep
perlindungan atas tubuh yang berkaitan dengan hubungan vertical (manusia
dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia).

Agama Islam sangat memperhatikan akan kehatian-hatian terhadap
konsumsi suatu barang dan jasa karena memperhatikan kepada aspek-aspek
kesalamatan konsumen dlam mengonsumsi barang dan jasa. Tidak hanya itu
perlindungan konsumen juga harus sesuai dengan konsep kemaslahatan, yaitu
asas al-dharuriy yaitu sebagai faktor dasar yang harus ada pada diri manusia
agar terbentuknya kemaslahatan yang hakiki bagi manusia dan angat
berhubungan erat dengan pelaksanaan kaidah dalam Islam, yaitu:>

1. Ad-Dhien ialah memelihara kemaslahatan agama

2. An-Nafs ialah memelihara dan menjaga jiwa

3. An-Nasb ialah menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan

4. Al-Aqgl ialah penjagaan dan pemeliharaan kejernihan akal pikiran

5. Al-Mal ialah penjagaan dan pemeliharaan harta benda

Dengan demikian kesimpualn dalam perlindungan kosumen bahwa
segala kepentingan konsumen itu tidak boleh lepas dan diabaikan denganbegitu
saja, akan tetapi juga harus memperhatikn agar segala kepentingan konsumen

dapat terlindungi dengan baik. Kemaslahatan yang dikehendaki adalah

**Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999, di akses melalui:
https://smedia.neliti.commediapublications43513-1D, pada tanggal 30 Januari 2023.

*!Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos wacana llmu, 1999),
him. 73.
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kemaslahatan kepada semua pihak baik itu dari pihak penyedia jasa maupun
pihak yang memakai atau konsumen.

Adapun mengenai unsur-unsur dalam perlindungan konsumen menurut
hukum Islam sama dengan menurut Undang-Undang perlindungan konsumen,
dimana terdapat tiga objek didalamnya yaitu, konsumen selaku pemakai barang
atau jasa, produsen pihak yang melakukan produksi atau menghasilkan suatu
produk barang atau jasa, dan terakhir adalah barang atau jasa yang dijadikan
sebagai pemanfaatan dalam kehidupan konsumen dan produsen.

Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur perlindungan konsumen
menurut hukum Islam:

1. Kedudukan Konsumen dalam Figh Muamalah

Menurut Muhammad dan Alimin, Konsumen merupakan turunan
dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan
dengan transaksi ataupun tidak, yang memiliki kesusaian dengan prnsip-
prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Dengan kata lain definisi dari
konsumen adalah “setiap orang baik kelompok atau badan hukum ialah
pemakai suatu harta benda ataupun jasa karena memiliki hak yang sah, baik
dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya”.>

Hak-hak konsumen dalam Islam tidak diatur secara berurutan seperti
dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi Islam tetap melindungi
hak-hak konsumen dari perbuatan yang merugikannya seperti curang dan
informasi yang menyesatkan, dan memberikan hak konsumen atas
keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan
lingkungan konsumen yang sehat, hak konsumen untuk mendapatkan
advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.

Dalam hukum ekonomi Islam konsumen tidak hanya terbatas pada
orang perorangan saja, tetapi juga mencakupi suatu badan hukum, seperti

*2Muhammad dan Alimin, Etika dan perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam,..,
him. 129 .
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yayasan, perusahaan, atau lembaga tertentu.®Dan tidak ada perbedaan
konsumen didalamnya, maksudnya adalah tidak ada pembagian konsumen
seperti dalam UUPK adanya konsumen akhir, konsumen antara dan
konsumen komersial karena dalam hukum ekonomi Islam konsumen
termasuk semua pemakaibarang atau jasa, baik yang akan dipakai langsung
habis maupun yang dijadikan sebagai alat perantara untuk selanjutnya
memproduksi.
Adapun konsumen juga memiliki hak yang harus terpenuhi dalam
Islam sebagai berikut:>*
a. Khiyar majelis
Dalam ketentuan sunnah menetapkan bahwa kedua belahpihak
yang melakukan transaksi memiliki khiyar (pilihan) ketika
melangsungkan ataupun ingin membatalkan transkasi tersebut dengan
keentuan selama kedua pihak masi berada dlam satu tempat atau belum
berpisah tempat.Dasar hukum adanya khiyar berupa sabda Rasulullah
SAW yakni:

rj“* I | AECIop R I
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Dari Ibnu Umar ra, dari rasulullah saw bahwa beliau bersabda: apablla 2
orang melakukan jual beli, maka keduanya memiliki hak khiyar selama
belum terpisah, dan keduanya masih berada di tempat jual beli; atau
salah satunya memberikan Kkhiyar (pilihan) yang lain, kemudian

keduanya berjual beli dengan pilihan mereka berdua, jika demikian maka

*3Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Depok: Prenada Media
Group, 2018),him. 9.

>Ibid, him. 58.

**Ibnu hajar Al-Asgalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al-bukhari, Jilid. 12,
Terjemahan Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), him. 142.
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jual belinya sudah wajib (berlaku); Apabila keduanya berpisah setelah
jual beli, walaupun belum meninggalkan tempat jual beli itu, maka
jualbelinya sudah berlaku. (HR. Bukhari).

Dengan demikian dua orang ketika bertransaksi berhak
mendapatkan khiyar, yaitu hak untuk memiih antara meneruskan jual
beli atau membatalkan jual beli.®® Hak ini kembali kepada ‘wrf
(kebiasaan) dari suatu majlis atau tempat berlangsungnya itu yang
dianggap telah berpisah. Akan tetapi perlu dipahami bahwa
pemberlakuan ini selama kedua pihak belah pihak belum berpisah secara
fisiknya, para pihak memperoleh kesempatan untuk memilih antara
meneruskan, melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Menurut
pendapat yang shahih ukuran dari kedua belah pihak itu berpisah
dikembalikan pada adat kebiasaan. >’

b. Khiyar Syarat

Berbeda dengan khiyar majelis, khiyar syarat ini ialah salahsatu
pihak yang bertransaksi membeli sesuatu dengan ketentuan memiliki
khiyar selama dalam jangka waktu yang jelas. Syarat ini berlaku boleh
kedua belah pihak atau salahsatu pihak saja asalkan jika ia melakukan

persyaratannya.
B ougd 106 o 5 &le & Lo d J325 81 12 31 o w6 22
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Dari Nafi’ dari Ibnu Umar: bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua

orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak

untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua

**Mustofa Dieb Al-Bigha, Figh Islam, Terjemahan Ahmad Sunarto, (Surabaya: Insan
Amanah, 1424), him. 233.

" Ahmad Wardi Muslich, Figh muamalah, (Jakarta: Amzah, 2015), him. 224.

Byusuf As-Sabatin, Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, (Bogor:
Al-Azhar Press, 2009), him. 309.
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belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar. (HR.
Muslim).
Ibnu Umar jugamengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah
bersabda:
AU et 5 e 015 B Jle LA Lagin doly 1S5 093 s 3
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Jika dua orang laki-laki sama-sama berjual beli maka masing-masing
memiliki khiyar selama belum berpisah dan keduanya bersepakat atau
salah satu memberi pilihan (khiyar) kepda yang lalu, lalu keduanya
berjual beli berdasarkan hal tu maka sesungguhnya telah wajib jual beli
itu.
Lama waktu khiyar syarat ini dalam sebuah hadits disebutkan
tiga hari, akan tetapi perlu diketahui bahwa ijtihad para fukaha
menyatakan tergantung kepada kebutuhan, sedangkan menurut Syamsul

Anwar dapat diperjanjikan melalui kesepakatan.®
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Jika engkau membeli maka katakanlah, Tidak ada penipuan dan bagiku
Khiyar tiga hari.

c. Khiyar Aibi

Khiyar Aibi adalah hak untuk membatalkan jual beli dan
pengembalian barang yang akibat dari adanya cacat pada suatu
barangtersebut, khiyar ini berlaku pada waktu transaksi atau terlihat

ketika transaksi tersebut selesai setelah disepakati sebelum serah terima

*%Ibid, him. 310.
%Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akas dalam Fikih

Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, him. 259.

313.

hyusuf As-Sabatin, Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis,...,hIm.
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barang itu.®> Haram hukumnya bagi seseorang menjual barang yang
memiliki cacat tanpa menjelaskan kepada sipembeli mengenai cacat
tersebut. Sebagaimana sabda rasulullah SAW:
el gt olos ol e &0 St s 06 gl ook e
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Dari ‘Ugbah ibnu ‘Amr Al-Juhani ia berkata: aku telah mendengar
rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘seorang muslim
adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim
untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan,

kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu. (HR. Ibnu Majah).

Penjelasan hadits diatas bahwa apabila seorang penjual menjual
suatu barang ada cacatnya maka harus diberitahu kepada pembeli, dan
apabila sudah diberitahu kepada pembeli tetap melanjutkannya maka jual
beli itu menjadi lazim dan tidak ada khiyar. Hal ini tdai berlaku apabila
cacatnya barang tersebut tidak diberitahukan oleh penjual atau penjual
tidak mengetahui adanya cacat maka pembeli berhak mendapatkan
khiyar. *

d. Khiyar Ru’yah

Dalam khiyar jenis ini, terjadi apabila pelaku usaha menjaul
barangnya sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis atau satu
tempat jual beli.Menurut jumhur ulama yaitu ulama Hanafiyah,
Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriah menyatakan bahwa pada khiyar ini

disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda rasulullah SAW, yaitu:

®2Harun Nasrun, Figh Muamalah, (Jakarta: gaya Media Pratama, 2007), cetakan ke I,
him. 130.

®3Syaikh Abu bakarJabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang
Muslim, terjemahan Andi Subarkah, (Solo: Insan Kamil, 2009), him. 615.

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah,...,him. 234.
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Barang siapa yang embeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak

khiyar apabila telah melihat barang itu.

e. Khiyar Ta’yin

Khiyar ini memberikan hak kepada konsumen selaku pembeli
untuk memilih barang apa yang dia inginkan dari sejumlah barang
pelaku usaha dagangkan walaupun barang tersebut memiliki perbedaan
harga. Biasanya khiyar ini terjadi ketika pembeli menentukan suatu
barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Menurut ulama Hanafiyah
hukumnya boleh, karena bahwasanya suatu produk sejenis yang berbeda
kualitasnya sangat banyak, dan kualitas itu bisa jadi tidak diketahui
secara pasti oleh pembeli, sehingga pembeli membutuhkan hak untuk
mempertimbangkan agar tidak mengalami penipuan pada produk yang
akan dibeli.*®
f. KhiyarTadlis

Khiyar Tadlis yaitu apabila pihak penjual mengelabui pembeli
sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram baginya. Dalam
situasi ini pihak pembeli mendapatkan khiyar selama jangka waktu
tigahari,adanya ketentuan khiyar ini untuk mengembalikan barang
tersebut didasarkan pada sebuah hadits Rasulullah yang dituturkan oleh
Abu Hurairah:

s ) G O G okl 2 S0 Ak e 8) 18 Ay LY 155l Y
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®5Ali-Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, Sunan ad-Daraquthni, jilid 3, Hadits

No0.2777, Terjemahan Anshori Taslim,(Jakarta: Pustaka azzam, 2008), him. 6.

312.

®®Nasrun Harun, Figh Muamalah,...,hlm. 132,
"yusuf As-Sabatin, Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis,...,hIm.
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Janganlah kalian membiarkan unta dan domba tidak diperah (sebelum
dijual). Siapa saja yang membelina, kemudian setelah ia memerahnya, ia
boleh memilih di antara dua hal, jika ingin ia boleh mempertahankannya,
jika ingin ia boleh mengembalikannya disertai dengan satu sha’ kurma.
(HR. Bukhari dan Muslim).

g. Khiyar al-Ghaba al-Fahisy (Khiyar al-Murtarsil)

Pada khiyar ini terjadi apabila suatu ketika menjadi hak sipenjual
dan suatu saat bisa saja menjadi hak sipembeli. Adakalanya pembeli
membeli suatu barang dengan harga misalnya 5 dinar, padahal barang itu
hanya setara dengan harga 3 dinar. Ataupun pihak penjual menjual
barangnya dengan harga 10 dinar, padahal barang tersebut hanya setara
dengan 8 dinar. Jika seorang penjual dan pembeli merasa ditipu dalam
masalah ini, maka selanjutnya ia berhak mendapatkan hak khiyar untuk
menarik diri kembali dari jual beli yang merugikan itu dan membatalkan
akad tersebut.

Terdapat syarat dalam khiyar jenis ini, hal ini berdasarkan pada
hadits rasulullah.Hayan bin Mungidz pernah mendatangi rasulullah, lalu
ia berkata kepadanya: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah ditipu
dalam jual beli”.Maka Rasulullah kemudian bersabda kepadanya:

Cat 56 3 by ks Y JE gt s
Jika engkau membeli maka katakanlah, Tidak ada penipuan dan bagiku

khiyar tiga hari.

2. Produsen dalam Islam
Produsen dalam Islam sangat berkaitam dengan pekerjaan, dimana suatu
aktivitas yang akan dilakukan seseorang dengan mengeluarkan seluruh

peluangnya untuk mencapai tujuan tertentu. Karena kaitan produksi dengan

®bid, him. 313.
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proses memberi nilai tambah bagi manusia, oleh karena itu produksi yang akan
dijalankan harus berdasarkan amal kebaikan. Allah SWT berfiman:®

51485 I e ) Osbihs Oshuaaly Uit oSl 4 ozl LT s
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Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu

kerjakan. (Q.S. at-Taubah:105)

Oleh karena itu, produksi dalam ekonomi Islam tidak hanya sekedar
untuk meningkatkan material dengan tujuan kepda duniawi, tetapi juga untuk
dapat meningkatkan moral sebagai saran dan prasarana untuk mencapai tujuan
ukhrawi.”

3. Barang atau jasa dalam Islam

Dalam hal perekonomian, sesuatu yang dijadikan sebagai objek
perikatan secara umum selalu terkait dengan pemenuhan barang dan/atau jasa.
Akan tetapi agar dapat menjadi objek perikatan, barang dan/jasa harus
memenuhi syarat syar’i untuk mencegah keharaman, baik ditinjau dari segi
zatnya maupun selain zatnya. Berdasarkan tinjauan syariat, namun diantara
keduanya masih ada perkara meragukan (musytabihat) sehingga perlu dijauhi
oleh konsumen agar tidak terjerumus didalamnya. Berikut merupakan sebuah
hadits yang menjadi dasarnya aspek halal haram ketika konsumen

mengkonsumsi barang atau jasa.
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°QS. At-Taubah(8): 105.
"Monzer Kafh, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), him. 36.
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Dari Abu Abdillah An-Nu’man bin Basyir Radhiyallahu ‘Anhuma,
beliau mengatakan, “Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam bersabda, ‘Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas.
Dan diantara keduanya ada perkara yang syubhat —perkara yang rancu—
yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang
menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan
kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara
syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah
Subhanahu wa Ta’ala. Seperti seorang gembala menggembalakan di
sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu.
Dan sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah
larangan Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah perkara-perkara yang
diharamkanNya. Dan sungguh dijasad ini ada sekerat daging yang jika
dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka
seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati. (HR. Al-Bukhari

dan Muslim).

Produk barang ataupun jasa merupakan objek dalam perlindungan

konsumen dengan jumlahnya yang beragam. Dalam hukum perekonomian

sesuatu agar dapat dikatakan dan dijadikan objek ialah yang merupakan bagian

dari rukun perikatan, maka sebagai pemberlakuan objek ini harus memenuhi

segala persyaratannya, yaitu:’>

a. Sesuatu yang dijadikan objek barang maupun jasa haruslah sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah (masyru’). Hal ini dikarenakan

"Buhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Setifikasi Halal,..., him.

21bid, him. 15.
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apabila telah sesuai dengan prinsip syariah maka keberadaan objek
perikatan akan memberi kemaslahatan bagi manusia. Dan sebaliknya
jika objeknya berlawanan dengan prinsip syariah, maka dipastikan
akan membawa kemudhratan.

b. Adanya kejelasan objek baik itu barang atau jasa, sehingga dapat
diserah terimakan dan trasnsaksi. Yang menjadi dasar hukum dalam

pernyataan ini adalah sebuah hadits nabi riwayat Ahmad yaitu:

oA H e o ol g tell 286 of G s 8 s 5 da2 s
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Telah menceritakan kepada kami Muhamad bin Sammak dari Yazid bin
Abu Ziyad dari Al Musayyabbin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud ia
berkata: Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah
kalian membeli ikan yang masih didalam air karena itu merupakan
gharar. (HR. Ahmad).
c. Adanya kepemilikan sempurna terhadap suatu objek dalam
perikatan. Berdasarkan hadits ini sangat jelas bahwa Islam melarang
transaksi terhadap objek akad yang kewenangan tidak ada padanya

dengan kata lain bukan miliknya.
Bl ot o a2 A 8 B b 056 I 6B e S 18
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Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, Wahai
Rasullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin
mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku
miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di

pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?Kemudian, Nabi

1o,

"®*Buhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Setifikasi Halal...., him.

"1bid, him. 15.
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bersabda, Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.” (HR.

Abu Daud, No. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani).

Islam telah menetapkan prinsip-prinsip konsumsi yang setidaknya bisa
menjadi panduan bagi produsen sebagai penghasil suatu produk dan bagi
konsumen sebagai penikmat dari produk tersebut. Ada lima prinsip konsumsi
dalam Islam menurut M. Abdul Mannan sebagai berikut: ™

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini memiliki arti bahwa yang sangat mendasar. Yang
berarti bahwa dalam mencari rezeki seseorang harus drngan cara yang
halal dan tidak dilarang hukum, sebagaimana yang telah ditegaskan
dalam al-Qur’an Surat al-Bagarah ayat 168:"°

G e oS08 Lni ot 128 Y5 el s o7 g G 2 gl

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang

terdpat didalam bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langah

syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu. (QS. Al-Bagarah:168)

Pada ayat tersebut terdapat kata halal yang maksudnya adalah
cara memperoleh sesuatu haruslah sah secara hukum,dan memperhatikan
prinsip keadilan, dalam arti tidak untuk berbohong dan merampas hak
milik orang lain. Alangkah baiknya apabila selalu memperhatikan
prinsip keadilan dalam kehidupan baik sedang memproduksi ataupun
mengonsumsinya.

2. Prinsip Kebersihan

Maksud dari kata bersih dalam prinsip ini ialah bersih secara
fisik, dalam Islam faktor kebersihan menjadi pokok utama dalam
ajarannya. Oleh karena itu konsumen harus mengonsumsi barang

dan/atau jasa yang baik, bersih, suci, tidak kotor atau menjijikkan karena

®Muhammad Djakfar,Hukum Bisnis,...,hlm. 368 .
®QS. Al-Bagarah(2): 168.
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apabila suatu barang dan/atau jasa yang haram, kotor, dan bernasjid akan
membawa kemudharatan bagikonsumen yang mengonsumsi baik itu
kemudharatan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan bagi kalangan pelaku
usaha memperhatikan kebersihan barang yang diproduksi atau jasa yang
ditawarkan adalah merupakan sebuah kewajiban.
3. Prinsip Kesederhanaan

Dalam Islam prinsip ini memberikan standarisasi kepada
konsumen untuk tidak bersikap boros atau berlebihan-lebihan dalam
mengonsumsi barang dan/atau jasa, juga mampu menahan hawa nafsu
dari keinginan yang berlebihan. Prinsip ini menekankan agar
mengkonsumsi sesuatu baik itu makanan dan minuman manusia tidak
berlebih-lebihan, sesuai dengan firman-Nya:’’

GEERU RPN R RS TTAY TN R W A AN e L
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)
masjid, makan dan minumlah, tetapi janganberlebih-lebihan
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

(QS. Al-A’raaf:31).

4. Prinsip kemaslahatan

Kenyataanya semua rezeki yang kita konsumsi merupakan
anugerah Allah SWT. Islam memberikan kebolehan kepada konsumen
untuk menggunakan barang ataupun jasa dengan ketentuan selama
barang atau jasa tersebut memberikan manfaat kebaikan dan
kesempurnaan dalam mengabdikan dan berserah diri kepada Allah.
Selain itu Islam juga memberikan kebolehan kepada konsumen untuk
mengonsumsi barang atau jasa yang haram dengan jika dalam keadaan
sekarat atau darurat selama batas ketentuan tidak berlebihan dan tidak

melampaui batas.

Qs. Al-A’raf(7): 31.
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5. Prrinsip Moralitas

Prinsip moralitas juga dikatakan dengan prinsip akhlak, ini
melakukan kebiasaan yang harus dijaga dan dilakukan setiap akan
beraktivitas. Sebagai seorang muslim sangat dianjurkan untuk menyebut
nama Allah sebelum melakukan sesuatu. Dengan kata lain Islam
mengajarkan kepada umat muslim selaku konsumen untuk memenubhi
etika, rasa syukur, zikir serta pikir, dan dapatmengesampingkan sifat

atau perbuatan yang tidak baik dalam mengonsumsi barang atau jasa.”

"®Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,...,him. 11.



BAB TIGA
PERLINDUNGAN KONSUMEN KARENA KELALAIAN
PETUGAS PENCATAT METERAN LISTRIK DAN
PENGARUHNYA TERHADAP NILAI TAGIHAN PADA PT.
PLN UP3 CABANG MERDUATI KOTA BANDA ACEH

A. Profil PT. PLN UP3 Cabang Merduati Kota Banda Aceh

Sejarah PT. PLN berawal ketika abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik
ketenagalistrikan di Indonesia dan mulai ditingkatkan kembali saat beberapa
perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang Pabrik gula dan pabrik teh
mendirikan pembangkit tenaga listrik sebagai keperluan sendiri. Diantaratahun
1942-1945 terjadinya peralihan pengelolaan perusahan-perusahaan Belanda
yang beralih ke pada Jepang, ketika Belanda menyerah dari pasukan tentara
Jepang di awal PerangDunia II.

Proses peralihan kekuasaan ini berlangsung panjang karena kembal
iterjadi di akhir Perang Dunia Il pada Agustus 1945, ketika itu Jepang
menyarahkan diri kepada pihak Sekutu. Akhirnya kesempatan ini dimanfaatkan
olen para pemuda Indonesia dan para buruh listrik bersama delegasi dari
Buruh/Pegawai Listrik dan Gas secara bersamaan dengan Pemimpin KNI Pusat
berinisiatif untuk menghadapi Presiden Soekarno untuk menyerahkan
perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Padatanggal 27 Oktober 1945, ketika itu Presiden Soekarno membentuk Instansi
Listrik dan Gas dibawah naungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga
dengan ketentuan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. ™

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan gas diubah menjadi
BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak
di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965.

Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik

"Sejarah PLN, diaksespadatanggal 22 Februari 2023, dari website Listrik untuk
Kehidupan yang Lebih Baik - PT PLN (Persero)

49


https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan
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Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas
negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18, status
Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik
negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha ketenagalistrikan (PKUK) dengan
tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Sejalan dengan
adanya kebijakan dari Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor
swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik,maka sejak tahun 1994
status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan
umum hingga sekarang untuk pemasok listrik. Diakui sebagai perusahaan kelas
deunia yang tumbuh berkembang, unggul, amanah dan dapat mengadalkan
potensi manusia merupakan visi dari PT. PLN.%

PLN Menggunakan logo dibawahini :

PLN

Gambar 1.1
Logo PT. PLN (Persero)

Makna logo PT. PLN Persero dari segi bentuk bentuk warna serta
maknanya. Lambang Perusahaaan resmi yang digunakan adalah sesuai yang
tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Negara
No. : 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang

%profil PLN, diakses pada tanggal 17 Februari 2023, dari website
https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan
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Peusahaan Umum Listrik Negara. Adapunmaknadarimasing-masing gambar
tersebut sebagai berikut :

1. Bidang Persegi Panjang Vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya,
melambangkan bahwa PT.PLN (Persero) merupakan wadah atau
organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Untuk warnanya didasari
dengan warna kuning yang menggambarkan pencerahan, seperti yang
diharapkan oleh PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan
bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang
menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.
2. Petir atau Kilat

Petir atau kilat pada logo ini melambangkan tenaga listrik yang
terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh
perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para
insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para
pelanggannya. Warnanya yang merah pada logo melambangkan
kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan
kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta
keberanian dalam mengahadapi tantangan perkembangan zaman.
3. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga
bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan,
penyaluran dan distribusi yang sering sejalan dengan kerja keras para
insan PT. PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi
pelangannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan
(sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam
kehidupan manusia. di samping itu biru juga melambangkan keandalan
yang dimiliki insan-insan perusahan dalam memberikan layanan terbaik

bagi para pelanggannya.
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Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994 sebagai Peraturan
Pemerintah yang terbaru dikeluarkan, dalam hal ini menjelaskan mengeani
maksud dan tujuan PT.PLN (Persero) yaitu:

1. PT. PLN selalu menyediakan tenaga listrik untuk kepetingan umum
dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
dari perusahaan.

2. PT.PLN juga berusaha menyediakan tenaga listrik dalam jumlah dan
mutu yang memadai bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
secara adil serta merata dan mendesaktingkatan aktivitas
ekonomi.

b. PT. PLN pula mengusahakan keuntungan untuk dapat
membiayali pengembangan dari penyediaan tenaga listrik
dengan tujuan sanggup melayani kebutuhan masyarakat.®

Dalam rangka menjamin hak untuk seluruh warga Indonesia, Pemerintah
mendirikan perusahaan diseluruh wilayah di Indonesia. Salah satunya PT. PLN
Cabang Merduati Banda Aceh yang berada di JI. Tentara Pelajar No. 11.
Merduati, Kuta Raja Banda Aceh. PT.PLN UP3 Banda Aceh memiliki visi
perusahaan yang diakui sebagai unit pelaksana bisnis PT.PLN terbaik
dilndonesia khususnya di Aceh yang tumbuh dan berkembang, terdepan dan
terpercaya dengan berdasarkan pada kemampuan alam mengarah ke industri
kelas dunia.

Misi dari PT.PLN yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan bisinis daritenaga listrik dan bidang lainnya untuk

kepuasan pelanggan, pekerja kantoran dan pemegang saham.

2. Pembangkit listrik sebgai media utama dalam peningkatan kualitas
hidup masyarakat.

881profil  PLN, diakses pada tanggal 17 Februari 2023, dari website
https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan
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3. Menjaga energi listrik dalam mendorong kegiatan ekonomi.

4. Serta melakukan kegiatan usaha yang mendorong dan berwawasan

lingkungan.
Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Merduati Banda Aceh

SUMN .. {* Z PLN

STRUKTUR ORGANISASI
PT PLN (Persero) UP3 BANDA ACEH
TAHUN 2023

MANAGER UP3
Andi Seno Hendriatmoko

ASSISTANT MANAGER ASSISTANT MANAGER ASSISTANT MANAGER ASSISTANT MANAGER ASSISTANT MANAGER ASSISTANT MANAGER
KEUANGAN DAN UMUM NIAGA DAN PEMASARAN JARINGAN DAN KONSTRUKS! TRANSAKS| ENERGI LISTRIK PERENCANAAN PEMBANGKITAN
Lukman Hakim Chairul Asril Rahmat Syukran Edi Hidayat Junaidi

12D
-
[ I
o = -
Total Pegawai :71 Orang
Manager UP3 :10rang

Assisten Manager :6 Orang
Team Leader UP3  :16 Orang
Senior Officer :9 Orang
Officer / Technician :17 Orang

Gambar 2.1
Sumber : PT PLN UP3 Merduati Banda Aceh
Dalam sebuah perusahaan tentu perlu adanya Jabatan pekerjaan yang
mengawasi dan memberikan arahan untuk segala kinerja dari karyawan, guna
untuk meningkatkan kerja yang efisien dan disiplin. Pada PT. PLN UP3 Cabang
Merduati terdapat beberapa manager dan staff yang tertera dalam struktur

organisasi perusahaan.

8profil  PLN, diakses pada tanggal 17 Februari 2023, dari situs
https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan

Junior :22 0rang // www.pln.co.id
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B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Karena Kelalaian Petugas
Pencatat Meteran Listrik Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tagihan
Pada PT. PLN UP3 Cabang Merduati Kota Banda Aceh

Kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi yang pesat dalam
industri telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang beraneka
ragam, sehingga konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis
pilihan barang dan/atau jasa. Kondisi tersebut akan menguntungkan konsumen
karena kebutuhan terhadap suatu barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat
terpenuhi, namun pada sisi yang lain konsumen pada posisi yang lemah karena
konsumen hanya sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang
besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.®

Pengaturan perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk
mematikan ataupun melemahkan usaha dan aktivitas pelaku usaha, tetapi justru
sebaliknya untuk memberikan perlindungan. Sebab perlindungan konsumen
diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha Yyang
sehat.*Intervensi pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan untuk melindungi
kepentingan konsumen dalam mengkomsumsi barang dan/atau jasa, oleh karena
itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang sebagai implementasi
dari Negara kesejahteraan untuk dapat melindungi konsumen melalui Undang-
undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.®® Artinya jika
mengacu pada pengertian pasal tersebut, maka kepastian hukum bagi
pelanggan/konsumen dalam Pencatatan meteran listrik di PT. PLN UP3 Cabang
Merduati Banda Aceh yaitu berbentuk “informasi yang benar, jelas, dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dan apabila kepastian

8Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, him. 4.

84Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen,..., him.4.

®pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan
Konsumen.
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hukum tersebut tidak terpenuhi, maka pelanggan bisa saja meminta
kompensasi/penggantian atau bahkan berbentu ganti rugi atas tidak
dilaksanajannya kepastian hukum tersebut kepada pelaku usaha yang dalam hal
ini ialah PT. PLN UP3 Cabang Merduati Banda Aceh. Hal ini mengacu pada
Pasal 4 huruf ¢ UUPK yang menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar,
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Artinya
perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelanggan/konsumen yaitu
dengan memberikan kompensasi atau penggantian bahkan dalam bentuk ganti
rugi. Sebagaimana dalam pasal 4 huruh h UUPK dinyatakan bahwa “hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya”.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, cakupan

perlindungan konsumen diantaranya dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang disepakati kepada
konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil
kepada konsumen. Dengan pengertian perlindungan konsumen
diatas, keinginan yang hendak dicapai dalam hukum perlindungan
konsumen adalah untuk menciptakan rasa aman dan adil bagi
konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta tidak semata-
mata mengekploitasi dan menjadikan konsumen sebagai alat utuk
memperoleh keuntungan yang besar bagi para pelaku usaha.®

Suatu realita dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian, peranan
konsumen cukup penting. Tetai ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi,
dalam hal pelindungan hukum posisi konsumen sanget lemah. Salah satu bukti
adalah keberadaan perjanjian baku dalam praktek perdagangan sehari-hari.

Secara sederhana, perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

8 Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang,...., him. 152.
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1. Perjanjian dibuat secara sepihakoleh produsen yang posisinya lebih kuat
dari konsumen:

2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;

3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal

4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong olch
kebutuhan.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK dijelaskan bahwa pelaku
usaha dilarang mencantumkan klasusul baku yang letaknya atau bentuknya sulit
terlihat secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Sebagai
konsekuensi terhadap pelanggaran ketentuan Pasall8 ayat (1) dan ayat (2)
tersebut, Pasal 18 ayat (3) UUPK menyatakan batal demi hukum setiap klausul
baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian
yang memuat ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK maupun
perjanjian baku atau klausul baku yang memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal
18 ayat (2). Hal ini merupakan penegasan kembali akan sifat kebebasan
berkontrakyang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata junto Pasal 1337 K U H
Perdata, dimana Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu sebab
adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila

berlawanan dengan kesusilaan dan keterliban umum.®

#Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996, him. 93.
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C. Pertanggungjawaban Pihak PLN Pada PT. PLN UP3 Cabang Merduati
Kota Banda Aceh

PT. PLN (Persero) merupakan industri listrik kepunyaan negeri yang
melaksanakan segalanya mulai dari melaksanakan pembangkit listrik sampai
menyalurkan listrik ke pelanggan di segala wilayah Indonesia. PT.PLN juga
membagi tugas unit utama dalam pelayanan distribusi tenaga listrik sebagian
dari unit utama bergantung pada sistem tenaga listrik, paling utama pada
pembangkitan, transmisi serta distribusi.®

Ketentuan yang telah mengatur tanggung jawab PT. PLN terdapat pada
Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang mengatur
mengenai “Pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan infomatika serta mengatur tentang
jual beli listrik antar Negara”. Berikut beberapa pasal yang memuat dalam
Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan, yaitu:®

a. Pasal 28

Pelaku usaha dalam hal ini adalah PT. PLN selaku pemilik usaha
dalam penyediaan tenaga listrik berkewajiban yakni: Menyediakan
tenaga listrik yang memenuhi standart mutu dan keandalan yang berlaku,

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan masyarakat,

Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, dan mengutamakan

produk dan potensi dalam negeri.

b. Pasal 34

Dalam menetapkan tarif tenaga listrik PT. PLN telah sesuai
dengan pasal 34 ialah: Kewenangan Pemerintah sesuai akan menetapkan
tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indoensia, Pemerintah wilayah sesuai

dengan kewenangannya dalam menetapkan tarif tenaga listrik untuk

881 i
Ibid
#Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
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konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah

bersumber pada pedoman yang diresmikan oleh Pemeritah. Dalam hal

Pemerintah Daerah yang tidak dapat menetapkan tenaga listrik

sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) bahwa Pemerintah

menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1. Tarif tenaga listrik bagi konusmen sebagaimana diaksudkan dalam
ayat (1) dan (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan
keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku
usaha penyedian tenaga listrik.

2. Dan tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap
daerah dalam suatu wilayah usaha.

Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang

menjadi tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengomsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan
diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pasa ayat (1) dapat berupa
pengembalian atau pengganti barang dan/atau jasa yang sejenis atau
setara nilainya, atau

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)
hari setelah dari tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur

kesalahan.
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5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahhan
tersebut merupakan kesalahan konsumen.*

Menurut pasal 19 ayat 1 dapat dikatakan bahwa tanggung jawab
pelaku usaha terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Tanggug jawab ganti kerugian atas kerusakan

2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran

3. Tangggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Kaitannya dengan PLN, bahwa PLN sebagai pelaku usaha wajib
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian
kosumen dalam menggunakan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
Timbulnya tanggung jawab disebabkan karena adanya kesalahan atau kelalaian
yang terjadi. Tanggung jawabyang ditimbulkan oleh PLN salahsatunya karena
adanya hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, terutama
dalam hal kelalaian ataupun kesengajaan pihak pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan manajer transaksi energi
lisrik menjelaskan bahwa PLNbertanggung jawab atas ganti rugi yang dialami
oleh konsumen. Sikap tanggung jawab PLN dapat dilihat dari upaya PLN dalam
menyediakan tempat untuk melaporkan permasalahan seperti menyediakan
layanan pengaduan pelanggan secara offline dan online, pelanggan juga dapat
mengakses melalui aplikasi PLN mobile hal itu merupakan upaya dari PLN
dalam layanan publik. Mengenai pembayaran ganti rugi akan permsalahan yang
timbul akibat kesalahan dalam pencatat meteran listrik sehingga konsumen

membayar dengan harga yang lebih pun juga telah dipertanggung jawabkan oleh

%Kandil dan Christine, Pokok-Pokok Pengrtahuan Hukum Dagang Indonsia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2006), him. 225.
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PLN dengan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang mengalami
kerugian tersebut.*

Selain kewajiban yang harus dilakukan olen PLN dalam permasahan
listrik, menerapkan metode yang efektif juga harus dilakukan dalam proses
pencatatan meteran listrik. Bersumber dari hasil wawancara penulis dikantor PT.
PLN UP3 Banda Aceh yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 11 Merduati
Kecamatan KutaRaja, Banda Aceh. Adapun hasil dari wawancara penulis
dengan Manajer Bagian Transaksi Energi Listrik dalam metode yang digunakan
ketika pencatatan meteran menggunakan camera digital dengan cara langsung
mengambil gambar meteran litsrik pelanggan dan langsung diinput saat itu,
selain itu menurut narasumber metode pencatatan sudah tersedia di smartphone
setiap petugas menggunakan aplikasi, pelangggan juga dapat melakukan
pengecekan meteran mandiri melalui aplikasi PLN mobile dengan menu
SwaCam.*

Adapun faktor yang menyebabkan bisa terjadinya kesalahan atau
kelalaian dalam penatatan meteran olehpetugas disebabkan karena petugas tidak
datang kerumah, terjadinya, kesalahan ketika menginput angka oleh petugas.
Akan tetapi hal ini sudah dapat di atasi oleh PLN dengan menggunakan aplikasi
dari PLN Mobile yang dapat langsung di akses dengan menu swacam. tentunya
pIn berupaya agar kesalahan atau kelalaian yang pernah terjadi tidak terulang
kembali. Setiap petugas pencatat meteran sudah dilengkapi dengan aplikasi PLN
mobile dan dapat diakses langsung, sehingga data yang diinput dilapangan akan
langsung terkirim kepada petugas pengecekan (verifikator) dan langsung terdata
didalam perangkat komputer PLN.%*Apabila terjadinya kelalaian atau kekeliruan

dalam proses pencatatn meteran oleh petugas. Pastinya seluruh petugas telah

Wawancara dengan Bapak Rahmat Syukran, Manajer Transkasi Energi Listrik PLN
UP3 Merduati, Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023.
%Wawancara peneliti Bapak Rahmat Syukran Manajer Transkasi Energi Listrik PLN
UP3 Merguati, Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023.
Ibid
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terdaftar di vendor, dan berdasarkan hasil dari wawancara akan ada
punishmentnya apabila melanggar kontrak. Tindakan yang diambil oleh PT.
PLN selaku yang bertanggung jawab adalah memberikan sanksi terhadap
petugas tersebut yang berarti bahwa petugas tersebut telah melanggar SOP
pekerjaan serta perjanjian kontrak kerja perusahaan.

Adapun mengenai tahapan pengaduan yang dapat dilakukan oleh
konsumen PLN UP3 Banda Aceh jika mengalami permasalahan listrik yaitu
dengan dua cara. Pertama konsumen bisa langsung datang ke kantor PLN lalu
membawa bukti tagihan serta ktp pelanggan, kedua pengaduan bisa dilakukan
melalui aplikasi PLN mobile. PLN telah meyediakan Layanan online
pembacaan meteran secara mandiri(SwaCAM) melaui aplikasi PLN
mobile.Biasanya jika terdapat permsalahan dari konsumen seperti salah catat
meteran waktu penangannya itu jam kerja atau 1 kali 24 jam hari kerja atau
pelanggan dapat menghubungi call center 123.%

Hubungan yang terjadi dianatara pihak PT. PLN (Persero) dengan
pelanggannya terjalin suatu hubungan hukum dikarenakan adanya suatu
perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Dalam KUHPerdata pasa Pasal
1313 yang mana didalamnya menegaskan bahwa ‘“‘suatu perjanjian ialah suatu
perbuatan yang mana satu orang atau lebih akan mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih lainnya”. Hubungan kontrak atau perjanjian yang ada
diantara PT. PLN (Persero) dengan masyarakat selaku pelanggan tentunya telah
diaturkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, yang mana diantaranya
berisikan:®

a. Syarat dalam penyambungan tenaga listrik

b. Biaya penyambungan

c. Uang jaminan pelanggan

d. Batas kepemilikan dan tanggung jawab

9% i
Ibid
%Wawancara dengan Rahmat Syukran, Manager Bagian Transaksi Energi Listrik PLN
UP3 Cabang Merduati Banda Aceh, Pada Tanggal 28 Juni 2022.
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e. Hak dan kewajiban diantara PT.PLN (Persero) dengan masyarakat
selaku pelanggan listrik
Pembayaran tagihan rekening listrik bulanan

Sanksi keterlambatan pembayaran rekening bulanan

> e -

Pengukuran pemakaian tenaga listrik

Peralihan bangunan

j. Larangan

k. Pemutusan perjanjian

I.  Penyelesaian selisih pendapat

m. Masa berlaku perjanjian

Berdasarkan dari perjanjian jual beli energi listrik tersebut, konsumen
selaku pengguna tenaga listrik wajib membayar harga jual tenaga listrik bulanan
yang telah termasuk dalam tagihan listrik sesuai dengan tagihan PLN yang telah
diperhitungkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rahmat Syukran
mengatakan mengenai kelainan dalam pemakaian oleh konsumen “Apabila
ketauan kelainan pemakaian tidak wajar misalkan sebelumnya 100 watt tiba-tiba
menjadi 3 kali lipat. Akan langsung diproses begitu terlihat kesalahan dan
langsung diperbaiki, apabila hasil input tidak sama dengan difoto berarti
memang pemakaian naik dari konsumen tersebut naik.” Bila ada pelayanan PLN
yang tidak sesuai dengan perjanjian. Misalnya kesalahan pencatat meteran atau
gangguan diatas beberapa menit maka PLN melakukan pendataan ulang dan
pelanggan berhak mendapatkan potongan, sekali padam 3 jam ternyata lebih 5
jam itu ada potongan beban sekitar 10%. Permasalahan lainnya misalkan tagihan
listrik kelebihan atau telah membayar selama 3 bulan dan konsumen harus
mengalami kerugian selama tiga bulan, maka 3 bulan kedepanya akan diberikan
kompensasi dan yang harus dibayar hanya beban saja.

Dilihat dari segi pelayanan publik, para pelaku usaha dan konsumen ada

kondisi timbalbalik dan saling menguntungkan didalamnya, sehingga dapat
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dikatakan sebagai ibadah sosial. Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan
yang strategis, disebabkan penyelenggaraan pelayanan publik selama ini belum
memiliki dampak yang luas terhadap perubahan apek-aspek kehidupan
masyarakat.”® Dalam fungsi pelayanan ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu
tugas atau pekerjaan itu sendiri yang harus diselesaikan sesuai dengan syarat dan
ketentuan waktu yang ada. Menurut Inu Kencana Syafie ada beberapa ketentuan
dalam melihat kualitas pelayanan yang baik pada masyarakat seperti adanya
kendala dalam masyarakat, tanggapan baik, hubungan baik, jaminan serta
pengertian kepada masyarakat. Karena itu merupakan kualitas pelayanan yang
terjamin baik dalam bentuk produksi barang ataupun jasa.

Dalam pelayanannya PLN selaku pelaku usaha memberikan layanan
penuh kepada konsumen guna untuk memberika kepuasaan dan meningkatkan
kinerja dari PLN. Dibawah ini merupakan salah satu produk layanan secara
online yang disediakan oleh PT. PLN UP3 Banda Aceh yakni sebuah aplikasi
untuk mempermudah pengecekan berbagai hal yang berkaitan dengan produk
dari PT. PLN yang digunakan sebagai alat melihat dan memastikan perihal
meteran yang tercatat, sehingga memudahkan pelanggan dalam melakukan

pengecekan secara mandiri terhadap pemakaian meteran.

®Abdul Sabaruddin, Manajemen KolaborasidalamPelayananPublik, (Yogyakarta,
Grahallmu, 2015), him. 1.
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Gambar 3.1 Menu SwaCAM PT.PLN
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Sumber : PT. PLN UP3 Cabang Merduati Banda Aceh.

Tentunya pelanggan selaku konsumen listrik berhak mendapatkan
pelayanan sesuai dengan TMP (Tingkat Mutu Pelayanan) demi mencapai
kepuasan dan meningkatkan Kinerja dari petugas PLN. Terkait Tingkat Mutu
Pelayanan (TMP) yang diberikan oleh PLN terdapat dalam Peraturan Meneteri
ESDM NO. 18 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri ESDM
NO. 27 tahun 2017.

Pasal 6
1. PT. PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik
kepada konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga
listrik melebihi 10% (sepuluh persen) diatas besaran tingkat mutu
pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan untuk indikator:

a. Lama gangguan

=

Jumlah gangguan

Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah

a o

Kesalahan pembacaan kwh meter

@

Waktu koreksi keslahan rekening

=h

Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.
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2. Pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar:

a. 35% (tiga puluh persen) dari biaya beban ataurekening minimum
untuk konsumen pada golongan tarif yang dikenakan
penyesuaian tarif tenaga listrik (tarif adjusment).

b. 20% (dau puluh persen) dari biaya beban atau rekening
minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak
dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tarif adjusment).

2. Untuk konsumen pada tarif tenaga listrik prabayar, pengurangan
tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 92) disetarakan dengan
pengurangan tagihan pada konsumen untuk tarif tenaga listrik
regular dengan daya tersambung yang sama.

3. Pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan aat
(3) diperhitungkan pada tagihan listrik dn pelaksanaan
pengurangan tagihan mutu pelayanan tenaga listrik atau pembelian
token tenaga listrikprabayar pada bulan berikutnya.

4. PT. PLN (Persero) wajib melaporlam secara berkala realisasi
tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan pelaksanaan
pengurangan tagihan listrik setiap triwulan scara tertulis kepada
Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) dari kalemder
setelah akhir triwulan.

5. Sumber data pelaporan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga
listrik sebagaimana dimaksud pad ayat (5) menggunakan hasil
pengukuran dan aplikasi pelaporan PT, PLN (Persero).®’

Dalam memberikan layanannya sebagai penyelenggara jasa bidang
kelistrikan, seperti PT. PLN UP3 Cabang Merduati Banda Aceh, maka biasanya

ditentukan persyaratan yang dituangkan dalam ketentuan layanan yang

"peraturan Meneteri ESDM NO. 18 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan
Menteri ESDM NO. 27 tahun 2017.
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berbentuk klausul baku sebagaimana sesuai dengan pengertian klausula baku
menurut Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen bahwa “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha
yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Adapun mengenai pencantuman klausul baku untuk kemudian diatur
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan f UUPK yang menyatakan bahwa “pelaku
usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku dalam

setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

2. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual
beli jasa”.

Pada umumnya klausul yang dibuat oleh satu pihak misalnya pihak
perusahan yang terkesan sangat merugikan konsumen yang memiliki posisi
lemah, karena beban atau kwajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab
pelaku usaha dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.”

Dalam pelaksanaan jual beli tenaga listrik juga tidak terlepas dari
kemungkinan timbulnya permasalahan,salah satu permasalahnnnya yang timbul
adalah adanya pengaduan karena kesalahan dalam pencatat meteran oleh
petugas di PT. PLN UP3 Cabang Merduati Banda Aceh. Dalam permasalahan
ini pelanggan/konsumen mengalami kerugian berupa mempengaruhi kenaikan
nilai tagihan listrik sehingga tidak sesuai dengan daya pemakaiannya. Sebagali

seorang konsumen, manusia berhak mendapatkan kebutuhan hidupnya baik segi

®Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Press,
Jakarta, 2004, him 107
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barang dan/atau jasa yang terjamin bagi keamanan dan keselamatan diri dan
keluargnya, berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan
bertanggungjawab tentang semua kebutuhan yang akan dipenuhinya, sehingga
konsumen tersebut dapat menjatuhkan pilihannya dengan benar dan berhak pula
untuk menetukan pilihan atas produk yang diinginkannya.

Kemudahan proses pengaduan, sekarang sudah tersedia berbagai cara
dalam kemudahan proses pengaduan yang diterapkan oleh PT. PLN.
Diantaranya pihak pelanggan bisa langsung mengajukan pengaduan melalui
aplikasi PLN Mobile, kemudahan yang diberikan PLN kepada para pelangannya
dengan menghadirkan aplikasi PLN Mobile yang dapat dinduhdi Appstore atau
Playstore pada smartphone milik pelanggan, atau menghubungi call center 123,
dan juga bisa langsung datang ke PLN UP3 Banda Aceh dengan membawa KTP
dan ID pelangan, kemudian pengaduan akan langsung diproses.”

Gambar 4.1 Menu Pengaduan
SUMNs.. % PLN

>
30 4
i 7

The New PLN 4.0
Unleashing Energy and Beyond

Perihal kerugian yang dialami oleh konsumen salah satunya narasumber
yang bernama Ibu Murni beliau mengeluh bahwa tagihan listriknya terkadang

“Wawancara dengan Rahmat Syukran, Manager Bagian Transaksi Energi Listrik PT.
PLN UP3 Cabang Merduati Banda Aceh, Pada Tanggal 28 Juni 2022.
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naik dan tidak sesuai dengan pemakaian oleh karena itu pembayaran
tagihanmelonjak naik dan merugikannya.’®Mengenai kesalahan dalam catat
meteran berdasarkan hasil wawancara pihak PLN, pihaknya terus memperbaiki
setiap kesalahan yang terinput dengan melakukan pengecekan langsung selama
pelanggan tersebut belum melakukan pembayaran, jika pelanggan sudah
melakukan pembayaran maka kerugian yang dialami itu akan digantikan atau
diberi kompensasi pada bulan berikutnya.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumen yang tak jarang didapati
ketidakpuasan konsumen dalam menerima produk suatu barang atau jasa.
Kesalahan dalam pencatatan meteran listrik tentu perlu adanya perlindungan
hukum terhadap konsumen sebagai perlindungan dari kerugian akan kesalahan
tersebut. Adapun upaya yang dilakuka oleh manajemen PLN beradasarkan
kesimpulan hasil dari wawancara sebagai berikut:

Upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen PLN agar tidak terjadi
kesalahan dalam pencatatan meteranadalah dengan mengambil foto meteran dan
langsung diinput saat itu. Selanjutnya akan ada proses verifikasi oleh verfikator.
Ini berlaku apabilasebelum rekening dijual ke pelanggan atau sebelum
pelanggan melakukan pembayaran rekening listrik dan dikeahui misalkan naik 3
kali lipat kemudian verfikator memastikan betul atau tidak akan data yang
diinput. Dan apabila terjadi kesalahan setelah pelanggan melakukan pembayaran
maka akan diberikan kompensasi apabila betul maka memang pelanggannnya
yang mengalami kenaikan pemakaian. '

Bersumber dari hasil wawancara penulis dikantor PT. PLN UP3 Banda
Aceh yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 11 Merduati Kecamatan
KutaRaja, Banda Aceh. Maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil akan ganti
rugi yang diberikan oleh PLN kepada pelanggan adalah dengan memberikan

10%/awancara dengan salah seorang pelanggan PT. PLN UP3 Merduati Banda Aceh
bernama Murni pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023.

19%/awancara dengan Rahmat Syukran, Manager Bagian Transaksi Energi Listrik PLN
UP3 Cabang Merduati Banda Aceh, Pada Tanggal 28 Juni 2022.
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kompensasi kepada pelanggan jika ada kesalahan dalam pencatat meteran

seadil-adilnya tanpa merugikan kembali salah satu pihak.

D. Tinjauan Figh Mu’amalah TerhadapPerlindungan Konsumen Karena
Kelalaian Petugas Pencatat Meteran Listrik Yang Dilakukan Oleh
Manajemen PLN

Islam tidak hanya mengatur mengenai perihal ibadah aja tetapi juga
mengatur perihal muamalah karena dalam transaksi kegiatan jual beli terdapat
banyak masalah yang sering terjadi sehingga membutuhkan penyelesaian
terhadap permsalahan tersebut. Aktivitas dari muamalah dalam pasar modern
lebih dikenal dengan aktivitas ekonomi Islam yang bertujuan menjadikan
ekonomi dalam masyarakat islam jauh lebih rendah nilainya dibandingkan
dengan tujuan kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat Islam secara
keseluruhan. Adapun akad yang terdapat dalam hal ini adalah akad jual beli
akan jasa, dapat dilihat dari PLN selaku pelaku usaha ketenagalistrikan dan
pelanggan selaku konsumen yang memakai produk jasa tersebut.

Jika ditelurusi secara mendalam tentang konsumen dalam Islam, hampir
semua orang yang hidup di dunia berperan sebagai konsumen, siapapun dia
berhak mendapatkan sesuatu produk atau jasa sepanjang tidak menyangkut hal-

hal yang terlarang. Adapun hal yang dilarang itu ditegaskan oleh Allah SWT:
| ey (S SIaf 8 Vst 10 LG

] p—}{v Ritgnd Q\ & xf s

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

° &

585 5 o 85 551

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. (QS. An-Nisa’:29)
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Penjelasan ayat di atas bahwa Allah SWT melarang kepada hamba-
hambaNya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil,
dengan cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melangggar syariat seperti
riba, gharar dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang
tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at. Allah Maha Mengetahui
akan apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat darisipelaku untuk dapat
menghindari sebuah ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah.

Islam mengharamkan penipuan dan kecurangan dalam semua aktifitas
manusia, termasuk dalam segala kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan
informasi dan penjelasan yang tidak benar, mencampur barang yang baik
dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang tidak baik dan
menyembunyikan yang baik. Secara konseptual dalam Figh Muamalah
mengenai perlindungan konsumen adalah untuk mewujudkan maslahah
(kemaslahatan) bagi umat manusia. Dalam agama Islam suatu usaha atau bisnis
yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizhalimi.
Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Bagarah : 279

Y5 O3l ¥ 103t 135 80 2 O it 1 53 s el el B
syl

Maka jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa riba), maka

ktahuilah bahwa Allah dan Rasul Nya akan memerangimu. Tetapi jika

kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka kamu berhak atas pokok
hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi

(dirugikan). (Qs. Al-Bagarah:279)

Secara sepintas ayat ini memang berbicara mengenai riba, akan tetapi
secara nyata mengandung pesan-pesan tentang perlindungan konsumen. Pada
ayat terakhir disebutkan tidak menzalimi (menganiaya) dan tidak pula dizalimi
(dianiaya). Dalam konsep suatu bisnis bagian terakhir pada ayattersebut

mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan
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konsumen dilarang untuk saling menzalimi ataupun merugikan satu dengan
yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konsumen dan juga
hak-hak dari pelaku usaha sebagai produsen. Konsep bisnis dalam Islam harus
dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan
keadilan. 1°? Begitu pula Firman Allah dalam Surat al-Jaatsiyah Ayat 22, yaitu:

D5t ¥ 1h5 EaeSTl 58S iy GG 25315 gt i Gl

Dan Allah meciptakan langitdan bumi dengan tujuan yang benar dan
agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka
tidak akan dirugikan. (QS. Al-Jatsiyah: 22)

Pada ayat diatas, dapat ditafsirkan bahwa Allah telah menciptakan langit
dan bumi dengan maksud tujuan yang benar dan adil, agar setiap orang yang di
adili dan dibalas dengan sesuai apa yang telah dipekerjakannyya didunia
semasa hidupnya, dan sesekali tidak seorangpun akan dirugikan.

Dalam figh muamalah ketidakjelasan suatu objek dikenal dengan istilah
gharar. Gharar dapat berarti sesuatu yang lainnya menarik, tetapi dalamnya
belum jelas diketahui. Bisnis yang mengandung gharar adalah jual beli yang
tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahasa,
tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, waktu
memperbolehkannya dan kondisi barang tersebut. Dengan demikian antara yang
melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui
transaksi tersebut.'®

Ada beberapa bentuk gharar yang terjadi dalam objek akad danakan
mempengaruhi sah tidaknya suatu perjanjian, yaitu:

a. Ketidak jelasan dalam obyek akad

b. Ketidak jelasan dalam macam obyek akad

%2|mam Mustofa, Figh Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
him.21.

1%3\Muhammad dan R.Lukman Fauroni, Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Binis
(Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), him.156.
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Ketidak jelasan dalam sifat dan karakter obyek transaksi

o o

Ketidak jelasan dalam ukuran obyek transaksi
Ketidak tahuan dalam zat obyek transaksi
Ketidak mampuan dalam penyerahan komoditi

Melakukan akad atas sesuatu yang ma’dum (tidak nyata adanya)

o Q o

Tidak adanya hak melihat atas obyek transaksi.

Gharar terjadi misalnya kedua belah pihak (PLN dan pelanggan PLN
saling tidak mengetahui apa yang terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah
minggu depan, bulan depan dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan gharar
“ketidakjelasan” yang dilarang dalam Islam, kehebatan sistem dalam bisnis
sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak dizalimi atau terzalimi.
Oleh karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli yaitu:

1. Timbangannya yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang

akan ditimbang)

2. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak dibenarkan harga

yang majhultidak diketahui ketika dibeli)

3. Mempunyai tempo yang tangguh yang dimaklumi

4. Ridha kedua belah pihal terhadap transaksi bisnis yang dijalankan.'®

Segala aktivitas yang berkaitan dengan aspek muamalah dan
kemasyarakatan tentu diperlukan suatu aturan atau perlindungan yang jelas, agar
dalam melakukannya tidak ada kecurangan pihak yang dapat merugikan orang
lain. Unsur gharar dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (fasid).
Tinjauan figh muamalah kelalaian petugas pencatat meteran listrik dapat
dikatakan dengan gharar (ketidakjelasan). Dilihat dari jumlah atau total tagihan
pembayaran akan daya listrik yang dipakai, yang seharusnya daya yang dipakai
olen konsumen setara dengan daya yang dibayar kepada PLN. Akan tetapi
karena permasalahan kelalaian dalam pencatatan meteran listrik tersebut

1% Ahmad Hijri Lidinillah dan imron Mawardi, Praktik Ghrar Pada Hubungan Bisnis
(UMKM)-Ekspor Furniture,(Jepara Vol 2:1015), him. 119-122.
1%\ yhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), him.47.
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mempengaruhi ketidak jelasan tagihan yang harus dibayar oleh konsumen,
sehingga konsumen merasa dirugikan.

Dalam persoalan pemenuhanakan hak konsumen terhadap harga yang
tidak normal, figh mu’amalah telah menawarkan banyak solusi untuk persoalan
tersebut, yaitu dengan melarang praktik riba, melarangmonopoli dan persaingan
yang tidak sehat. Demikianhal yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dalam
Islam. Salah satu hak dalam perlindungan konsumenakan produk barang atau
jasa dalam Islam dikenal dengan hak untuk memilih atau disebut dengan istilah
khiyar. Melalui hak khiyar ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas untuk
konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam urusan
dagang dan bisnis apakah ingin mlanjutkan transaksi bisnis atau tidak. Pada
dasarnya khiyar merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang yang sedang
melakukan akad dalam istilah Islam adalah memberi kebebasan dalam
menetukan pilihan dari apa yang akan dilakukan dalam menetukan akad
tersebut.

Dalam Islam fungsi dari khiyar yaitu sebagai bentuk dari perlindungan
terhadap calon pemakai barang atau jasa dalam menentukan transaksi tersebut
untuk membeli dan menggunakan produk dari barang atau jasa yang
dikehendaki. Serta untuk menuntut kerugian apabila konsumen tersebut merasa
dirugikan saat transaksi.'® Hak khiyar dalam permasalahan perlindungan
konsumen karena kelalaian petugas pencatat meteran pada awalnya pihak PLN
selaku pelaku usaha telah sepakat melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik
dengan konsumen akan tetapi seiring berjalannya waktu dan pemakaian oleh
konsumen, didapati bahwa konsumen mengalami kerugian akan kelalaian yang
timbul dari pihak PLN oleh karena itu konsumen berhak untuk melanjutkan atau

memutuskan akad dan menuntut kerugian kepada pihak PLN.

1%8Happy Susanto, Hak-hak Konsumen yang Dirugikan, (Jakarta Selatan: Visi Media,
2008, him. 169.
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Tanggung jawab dalam Islam disebut dengan katadhaman. Ada dua
sebab terjadinya dhaman yaitu tidak melaksanakan akad dan alpa dalam
melaksanakannya. Tanggung jawab (dhaman) timbul apabila terdapat suatu
akad yang sudah tercipta dan memenuhi ketentuan hukum secara sah tetapi tidak
dilaksanakan isinya oleh debitur/pelaku usaha ataupun sebabnya dilaksanakan
tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan
dipihak debitur baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak
melaksanakan ataupun dikarenakan kelalaian tersebut bertentangan dengan hak
dan kewajiban.'%’

Kerugian yan dialami oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan
adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu pelaku usaha harus
bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan konsumen. Adapun jika
tanggung jawab dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (dhaman)
dapat dibedakan menjadi lima, yaitu:'®

1. Ganti rugi karena perusakan (Dhaman lItlaf)

2. Gantirugi karena Transaksi (Dhaman A’qdin)

3. Ganti Rugi karena perbuatan (Dhaman wadh 'u yadin)

4. Ganti rugi karena penahanan (Dhaman al-Hailulah)

5. Ganti rugi karena tipu daya (Dhaman al-Maghrur)

Ganti rugi karena perusakan(Dhaman Itlaf) maksudnya adalah ganti rugi
akibat dari perusakan suatu barang. Tidak hanya berhubungan dengan kerusakan
harta benda saja, tetapi juga berhubungan dengan jiwa dan anggota tubuh
manusia. Dhaman ‘aqdin adalah terjadinya suatu transaksi sebagai penyebab
adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Adapun dhaman wadh uyadin adalah
ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada ditangan pennjual

apabila barang tersebut belum diserahkan dalam sebuah agad yang sah dan ganti

07syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007), him. 331.

1%\ juhammad dan Alimin,Etika dan perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam,
(‘Yogyakarta: BPFE, 2004), him. 235-239.
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rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. Dhaman al-
hailulahadalah ganti rugi terhadap jasa penitipan barang (al-wadi) apabila
terjadi kerusakan atau hilang, baik itu kerusakan atau hilangnya disebbakan
karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. Sedangkan dhaman al-
maghrur adalah ganti rugi akibat tipu daya. Dhaman al-maghrur sangat efektif
apabila diterapkan dalam perlindungan konsumen, penyebabnya karena segala
bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar
ganti rugi akibat dari perbuatannya itu.

Dengan demikian dalam ajaran Islam segala perbuatan yang
menimbulkan bahaya tidak dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan,
dengan begitu mengenai kerugian, bahaya materil atau jiwa yang menimpa
konsumen sebagai akibat buru yang disebabkan produk dan jasa pelaku usaha
haruslah ditanggung oleh pelaku usaha sesuai dengan prinsip tanggung jawab

(dhaman) yang terdapat dalam Hukum Islam. **°

E. Analisis
Manusia sebagai konsumen dan posisi konsumen di Indonesia masih

sangat lemah, tentu saja perlu bagi konsumen PLN untuk mendapatkan
perlindungan. Umumnya masyarakat penerima jasa layanan publik sering
mengalami kesulitan akibat dari informasi yang kurang jelas dan sulit dipahami
oleh konsumen. Dalam penelitian ini konsumen melakukan pembelian daya
listrik dari PLN yang seharusnya daya listrik yang dipakai setara dengan daya
yang dibeli konsumen. Namun dalam realisasinya pihak petugas pencatat
meteran listrik melakukan kelalaian sehingga harga yang dibayarkan oleh
konsumen itu melebihidari daya yang dipakai. Hal ini tentun menimbulkan
kerugian dari pihak konsumen, karena kelalaian dalam pencatatan meteran itu
pihak konsumen harus membayar tagihan listrik melebihi dari daya yang

dipakai.

1991hid, him. 335.
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Dalam kehidupan manusia tentu tidak pernah terlepas dari adanya
campur tangan individu orang lain. Oleh karenaitu Islam mengajurkan umat
manusia untuk saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan termasuk
pula tolong menolong dalam hubungan produsen dan konsumen dan sebagainya,

hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT :

S s &) By opdally A LB 15565 Y 5kl LB 155585

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangn tolong menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

Berdasarkan dengan pejelasan ayat tersebut bahwa dalam melaksanakan
apapun yang dipakai hendaklah prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan
ketagwaan. Maka perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan perlindungan
konsumen ini untuk kedua belah pihak baik itu produsen atau konsumen sama-
sama memiliki potensi untuk melaksanakan perbuatan yang baik.

Oleh karena itu dalam perlindungan konsumen ini hendaknya para
produsen atau pelaku usaha melakukan transkasi penjualan dengan ikhlas dalam
rangka memberikan pertolongan kepada pihak lain yaitu konsumen. Hal ini juga
hendaknya berlaku dengan konsumen dalam melakukan pembelian berniat
sebagai perbuatan memberikan pertolongan kepada pelaku usaha dalam rangka
untuk menggantkan modal kerja yang telah dikeluarkan oleh pelaku usaha.

Dapat dilihat bahwa dalam segala kegiatan ekonomi adanya peran saling
membutuhkan antara konsumen dan produsen dengan sifat tolong menolong
secara ikhlas diantara kedua belah pihak. Sama halnya dengan pihak PLN UP3
siap siaga menolong para konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian
petugas pencatat meteran listrik dengan bertanggung jawab akan kerugian
tersebut. Akan tapi pada kenyataannya posisi konsumen yang lemah dan selalu

menghadapi kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha.
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Dengan demikian dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen
seringkali terjadi ketidak seimbangan antara keduanya. Konsumen biasanya
berada diposisi tawar-menawar yang lemah dimana konsumen hanyalah sebagai
pemakai dari barang atau jasa tersebut dan karenanya dapat menjadi sasaran
penyalahgunaan dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonominya sudah
memiliki posisi yang kuat. Untuk itu perlu adanya tindakan melindungi
konsumen dari negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap
konsumen tersebut.*°

Berdasarkan analisa peneliti, kerugian yang dialami oleh pelanggan
karena kesalahan pencatatan meteran listrik. Menurut hasil wawancara penulis
dengan beberapa pelanggan PLN yang mengalami permasalahan tersebut bahwa
masih terjadinya kenaikan tagihan padahal pemakaian listriknya tidak ada
penambahan tiap bulan dan tetap stabil. Tentunya hal ini akan sanagat
merugikan konsumen yang harus membayar tagihan listrik yang tidak sesuai
dengan daya yang dipakai.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pelanggan PT. PLN UP3
Merduati sebagai informan pertama, yaitu dengan wawancara dengan Ibu
Murniyang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT).Keluhan beliau adalah
“Pembayaran tagihan listrik yang tiap bulannya tidak menentu, beliau
mengatakan mungkin kesalahan dalam pencatat meteran oleh petugas
PLN,contohnya beliau telah melakukan pembayaran pada bulan desember lalu
senilai Rp.140.000, pada bulan selanjutnya naik menjadi Rp. 200.000 sedangkan
pemakaian tetap sama dan tidak ada pertambahan. Beliau sudah melakukan
pengaduan akan keluhan ketika membayar tagihan listrikdan petugas juga
merespon dengan baik dan memberikaninformasi yang jelas dan tidak terulang

lagi pada bulan berikutnya.”***

"g5anusi Bintang, Dahlan, Pokok-Pokok Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: Citra
Adiyabakti, 2000), him. 107.

\wawancara dengan salahseorang pelanggan PT. PLN UP3 Merduati Banda Aceh
bernama Murni pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023.
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Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Murni dapat disimpulkan
bahwa permasalahan yang terjadi mengenai pembayaran tagihan listrik yang
tidak sesuai dengan pemakaian dari pelanggan, penyebabnya dikarenakan
kesalahan dalam pencatat meteran oleh PLN. Namun keluhan yang dialami oleh
pelanggan dapat diatasi dengan langsung melapor kepada petugas PLN, dan juga
dapat melakukan pengecekan meteran sendiri dengan aplikasi PLN mobile. Hal
tersebut merupakan upaya dari PLN untuk dapat mengatasi permasalahan akan
khw meter listrik pelanggan. Upaya lainnya PLN juga memberikan kompensasi
kepada pelanggan yang tela melaporkan permsalahan dan mengalami kerugian
dengan pemotongan biaya pada bulan berikutnya dan hanya membayar beban
listrik saja.

Sedangkan pada wawancara kedua dengan bapak Ramli Rasyid, beliau
mengatakan bahwa ‘“Pemakaian dirumah beliau tiap bulannya tidak ada
penambahan alat listrik ataupun benda lainnya akan tetapi pembayaran tagihan
listrik mengalami kenaikan tiba-tiba dan tidak stabil pada tiap bulannya, beliau
pernah melakukan pembayaran listrik pada bulan pertama sekitar Rp.800,000
kemudian bulan selanjutnya naik menjadi Rp. 1,400,000. Hal ini tentunya
merugikan karena harus membayar tagihan listrik yangtidak sesuai dengan
pemakaiannya namun permasalahan ini tidak terulang kembali”.*2

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan kedua, peneliti
menemukan bahwa adanya lonjakan kenaikan harga yang harus dibayar oleh
pelanggan dengan perbandingan yang jauh pada bulan sebelumnya. Menurut
hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa pelnggan hanya melaporkan
kenaikan ketika melakukan pembayaran di PLN. Sejauh ini PLN terus berupaya
untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan pelanggannya akan listrik dengan
memudahkan pelanggan melakukan pengaduan langsung ke kantor PLN.
Pelanggan juga dapat melakukan pengecekan atau pembacaan meteran secara

Y“2\wawancara dengansalahseorangpelanggan PT.PLN UP3 Merduati Banda Aceh
bernama RamliRasyid pada hari Jum’at tanggal 3 Maret 2023.
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mandiri dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile dengan mengakses menu
SwaCAM pada aplikasi tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan ketiga yaitu
dengan pelanggan yang bernama Lula Pratiwi, beliau mengatakan “Bahwa
seperti ada tingkatan dalam pembayaran didalam komplek perumahan yang
ditempati, pembayaran tagihan listrik yang beliau lakukan lebih mahal harganya
dibandingkan dengan rumah-rumah disebelahnya. Biasanya beliau membayar
tagihan sekitar Rp. 180.000 sekarang sudah diatas Rp. 250.000. Padahal
pemakaian beliau tetap sama dan tidak ada penambahan, dan sudah melakukan
pengaduan langsung ke PLN, sehingga pada bulan berikutnya tidak terulang
kembali”.'*?

Hasil wawancara dengan informan yang ketiga didapatkan bahwa
adanya tingkatan dalam pembayaran dan tagihan listrik yang tidak sama
sedangkan dalam pemakaian tidak ada penambahan alat yang menggunakan
listrik. Peneliti menemukan fakta bahwa pelanggan belum melakukan proses
pengaduan kepada PLN karena menurut pelanggan akan membutuhkan waktu
yang panjang. Sejauh ini pelayanan yang diberikan PLN sudah cukup
memuaskan pihak PLN sendiri melakukan berbagai upaya untuk pelanggan
dengan memudahkan proses pengaduan atau komplain dengan aplikasi PLN
mobile atau meghubungi call center 123.

Hukum positif maupun hukum Islam keduanya sama-sama memberikan
perlindungan kepada konsumen dan memberikan ganti rugi terhadap kerugian
material yang dilami oleh konsumen merupakan kerugian yang tidak secara
langsung diderita oleh konsumen, melainkan kerugian yang dapat dinilai dengan
uang atau bersifat kebendaan. Kerugian tersebut dapat disebabkan berupa
kerugian karena konsumen telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk suau

produk dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh

"3\wawancara dengan salahseorang pelanggan PT.PLN UP3 Merduati Banda Aceh
bernama Lula Pratiwi pada hari Sabtu tanggal 25Februari 2023.
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pihak konsumen. Walaupun terkadang jumlah biaya yang dikeluarkan oleh
konsumen terbilang sedikit atau adanya pertambahan biaya, akan tetapi
konsumen tetap memliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha
dalam menjalankan bisnisnya.

Pada skripsi ini peneliti melakukan penelitian terhadap kasus yang telah
diselesaikan oleh PLN. Mengenai permasalahan yang terjadi PLN juga telah
bertanggung jawab akan permasalahan tersebut. Kasus-kasu yang telah selesai
olen PLN dapat dilihat pada laporan keluhan pelanggan berdasarkan
media.Berdasarkan dari hasil observasi peneliti saat ini PT.PLN sudah
melakukan standar pelayanan publik yang sesuai dalam penanganan pengaduan
masyarakat, tidak hanya memfokuskan penanganan dalam permasalahan
pencatat meteran, tetapi juga fokus terhadap kemudahan pengaduan oleh
pelanggan dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile, menurut narasumber dari
PLN bahwa PLN Mobile sangat membantu para petugas dalam pencatatan
meteran listrik dan melakukan pengecekan akan meteran secara mandiri oleh
pelanggan itu sendiri. Hal ini tentunya dapat mengantisipasi akan terjadinya
kesalahan dalam pencatatan meteran listrik maka PLN melakukan pendataan
ulang dan pelanggan berhak mendapatkan potongan, sekali padam 3 jam
ternyata lebih 5 jam itu ada potongan beban sekitar 10%. Permasalahan lainnya
misalkan tagihan listrik kelebihan atau telah membayar selama 3 bulan dan
konsumen harus mengalami kerugian selama tiga bulan, maka 3 bulan

kedepanya akan diberikan kompensasi dan yang harus dibayar hanya beban saja.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan daam bab-bab
sebelumnya, maka dalam bab ini akan dirangkum beberapa kesimpulan sebagai
berikut:

1. Pertanggungjawaban pihak PLN terhadap kelalaian dari petugas pencatat
meteran listrik kepada konsumen dengan memberikan kompensasi akan
kerugian yang dialami konsumen. Konsumen berhak mendapatkan
potongan, apabila sekali padam 3 jam atau lebih 5 jam akan ada
potongan beban sekitar 10%. Pertangggung jawaban PLN terhadap
permasalahan lainnya misalkan tagihan listrik kelebihan atau telah
membayar selama 3 bulan dan konsumen harus mengalami kerugian
selama tiga bulan, maka 3 bulan kedepanya akan diberikan kompensasi
dan yang harus dibayar hanya beban saja.

PLN juga bertanggung jawab dengan memberikan layanan pengaduan
yang mudah kepada konsumen dengan melalui aplikasi PLN Mobile dan
call center 123.

2. Tinjavan Figh Mu’amalah terhadap perlindungan konsumen karena
kelalaian dari petugas pencatat meteran listrik adanya hakkhiyar. Melalui
hak khiyar ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas untuk
konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam
urusan dagang dan bisnis.Sebagai bentuk dari perlindungan terhadap
calon pemakai barang atau jasa dalam menentukan transaksi tersebut
untuk membeli dan menggunakan produk dari barang atau jasa yang
dikehendaki. Serta untuk menuntut kerugian apabila konsumen tersebut
merasa dirugikan saat transaksi.Hak khiyar dalam permasalahan

perlindungan konsumen karena kelalaian petugas pencatat meteran pada
81
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awalnya pihak PLN selaku pelaku usaha telah sepakat melakukan
perjanjian jual beli tenaga listrik dengan konsumen akan tetapi seiring
berjalannya waktu dan pemakaian oleh konsumen, didapati bahwa
konsumen mengalami kerugian akan kelalaian yang timbul dari pihak
PLN oleh karena itu konsumen berhak untuk melanjutkan atau

memutuskan akad dan menuntut kerugian kepada pihak PLN.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan pengamatan, maka penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PLN diharapkan kepada PT.PLN UP3 Merduati untuk terus
mengoptimalkan alat untuk pembacaan meteran listrik agar tidak terjadi
lagi kesalahan dalam pencatatan meteran.PT. PLN UP3 Merduati juga
diharapkan untuk meningkatkan standar pelayanannya agar mayarakat
yang melakukan pengaduan puas dalam penyelesaian yang akan
diterima.

2. Diharapkan juga kepada masyarakat apabila mengalami permasalahan
mengenai meteran listrik segara melaporkan permasalahan tersebut
kepada PLN, dan jangan menunda untuk melaporkan agar tidak
mengalami kerugian dalam pemakaian listrik. Masyarakat selaku
konsumen juga dapat mengakses mandiri pembacaan meteran melalui

Aplikasi PLN Mobile dengan menu SwaCam pada aplikasi tersebut.
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Lampiran 2  : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
1. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon ; D681 7557321, Email : uinf@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023

Lamp L=
Hal . Penelitian Himiah Mahasiswa
Kepada Yth,

PT. PLN Cabang Merduati Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SITI NAZLA MUSTAFA / 190102021

Semester/Jurusan  : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang J1. Sockarno Hatta,Desa Meunasah Manyet, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten

Acch Besar

Saudara yang tersebul namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari‘ah dan Hukum bermaksud
melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/lbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi
dengan judul PERLINDUNGAN KONSUMEN KARENA KELALAIAN PETUGAS PENCATAT
METERAN LISTRIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI TAGIHAN MENURUT
HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian di PT. PLN (Persero) Cabang Merduati Kota Banda Aceh)

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan
terimakasih.
Banda Aceh, 18 Januari 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 Juni 2023 Hasnul Arifin Melayu, M.A.



Lampiran 3  :Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian/Skripsi :Perlindungan Konsumen Karena
Kelalaian Petugas Pencatat Meteran Listrik
Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tagihan
Menurut Figh Mu’amalah(Suatu Penelitian
Di PT. PLN (Persero) UP3 Cabang
Merduati Banda Aceh)

Nama Peneliti/Nim :Siti Nazla Mustafa/190102021

Institusi Peneliti :Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh

No Nama dan Jabatan Peran dalam Penelitian
1. | Nama : Murni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gampong Ateuk Pahlawan, InfgE
Banda Aceh
2. | Nama : Ramli Rasyid
Pekerjaan : Pensiunan Informan
Alamat : Geuce Komplek, Banda Aceh
3. | Nama - Lula Pratiwi
Pekerjaan : Mahasiswa Informan

Alamat : Panteriek, Banda Aceh




Lampiran 4 : Protokol Wawancara
PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi :Perlindungan  Konsumen Karena
Kelalaian Petugas Pencatat Meteran
Listrik Dan Pengaruhnya Terhadap
Nilai  Tagihan  Menurut  Figh
Mu’amalah(Suatu Penelitian Di PT.
PLN (Persero) Cabang Merduati

Banda Aceh)
Waktu Wawancara : Pukul 09-11.00 WIB
Hari/Tanggal : Selasa/ 28 Februari 2023
Tempat : PT . PLN UP3 Merduati Banda Aceh
Pewawancara : Siti Nazla Mustafa
Orang Yang Diwawancarai : Rahmat Syukran
Jabatan Orang yg Diwawancarai : Manager Transaksi Energi dan

Tenaga Listrik

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Perlindungan Konsumen Karena
Kelalaian Petugas Pencatat Meteran Listrik Dan Pengaruhnya Terhadap
Nilai Tagihan Menurut Figh Mu’amalah (Suatu Penelitian Di PT. PLN
(Persero) UP3 Cabang Merduati Banda Aceh)” Tujuan dari wawancara ini
untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul
dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka
kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari

Orang Yang Diwawancarai.



Daftar Pertanyaan:

1.

Bagaimana metode yang digunakan dalam pencatatan/pembacaan
meteran listrik?

Tindakan apa yang akan PLN laksanakan apabila ada kekeliruan atau
kelainan dalam pencatatan yang dilakukan oleh petugas?

Bagaimana Prosedur Layanan yang disedikan oleh PLN kepada
konsumen?

Bagaimana sistem manajemen komplain yang diberikan olen PLN
kepada konsumen?

Bagaimana tahapan pengaduan oleh konsumen melalui aplikasi PLN
mobile dan secara offlime?

Bagaimana kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari kelalaian
petugas pencatat meteran?

Apa saja hak yang harus didapat oleh konsumen sebagai pelanggan setia
PLN?

Apa upaya dari manajemen PLN agar tidak terjadi kesalahan catat
meteran listrik?

Ganti rugi berupa apa yang diberikan oleh PLN kepada konsumen yang

mengalami kerugian akan nilai tagihan?



Lampiran5  :ProtokolWawancara
PROTOKOL WAWANCARA

JudulPenelitian Skripsi :Perlindungan Konsumen Karena
Kelalaian Petugas Pencatat Meteran Listrik
Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tagihan
Menurut Figh Mu’amalah(Suatu Penelitian
Di PT. PLN (Persero) UP3 Cabang
Merduati Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-11.00 WIB

Tempat : Kediaman Pelanggan

Orang Yang Diwawancarai : Pelanggan yang mengalami keluhan akan
meteran.

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data
terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan

dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:
1. Apa permasalahan atau keluhan yang sering terjadi pada meteran listrik
dirumah?
2. Apakah bapak/ibu sudah melakukan pengaduan akan keluhan tersebut?
3. Biasanya dirumah bapak/ibu berapa total pembayarannya dsetiap bulan?
4. Berapa biaya yang bapak/ibu harus membayar jika ada kesalahan tagihan

listrik?



Lampiran 6 : Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Rahmat Syukran, Manager Transaksi Energi dan
Listrik PT. PLN UP3 Banda Aceh

Wawancara dengan Pelanggan



Wawancara dengan Pelanggan



Berikut daftar laporan pelanggan yang mengalami permasalahan dengan meteran dan mempengaruhi nilai tagihan listrik.
PT. PLN (Persero)

UNIT INDUK DISTRIBUSI/WILAYAH : UNIT INDUK WILAYAH ACEH
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN : UP3 BANDA ACEH
UNIT LAYANAN PELANGGAN : ULP KOTA MERDUATI

DAFTAR KELUHAN BERDASARKAN MEDIA
PERIODE: 1-September-2022 SD TGL 30-September-2022

NO
NAMA NO TELEPON
NO LAPI\(I)RA PELAPOR PELAPOR KETERANGAN PELAPOR STATUS TGL LAPOR SUMBER LAPOR
1. K5422090 | Muhammad | 6285260545XX | Kenapa tagihan listrik saya Selesai 2022-09- PLN Mobile
401539 Igbal Faisal | X membengkak 2 x lipat bulan 04T11:20:14+07:00
September
2. K5422090 | eddy hermi 628126909XXX | saya mau konfirmasi prihal Selesai 2022-09- PLN Mobile
503734 tagihan listrik saya yg 05T13:47:36+07:00
membengkak ...minta d lakukan
pengecekan ulang.
3. K5422090 | BAPAK 85262385XXX | MOHON TINDAKLANJUT Selesai 2022-09- Live Chat PLN Mobile
503809 ALFURQA DAN PENYELESAIAN. 05T13:54:47+07:00
N PELANGGAN MERASA
LONJAKAN TAGIHAN REK
SEPTEMBER 2022. ST AW
8774, ST AK 9051, ST
BERDASARKAN ANGKA
ACMT 28/08/2022 = 9051.
REK BELUM DILUNASI.




K5422090
507211

Wilia

6285358849XX
X

saya ingin melakukan
pengaduan, saat ini tagihan
listrik saya 700 ribu dengan
pemakaian kwh 457. bulan
sebelumnya tidak pernah kwh
sebesar itu padahal tidak ada
alat elektronik yang bertambah.
mohon penceraahan

Selesai

2022-09-
05T21:29:22+07:00

PLN Mobile

K5422090
607903

Marwan

6281384000XX
X

biaya pembayaran tidak sesuai

Selesai

2022-09-
06T22:51:46+07:00

PLN Mobile

K5422090
702465

Aris

6281311304XX
X

mohon di cek Bapak..untuk
Pembayaran Rekening Listrik
Bulan Septembet 2022 melonjak
dari bulan sebelumnya. minta
tolong di cek
metetannya..mungkin ada
masalah. terima kasih

Selesai

2022-09-
07T11:18:41+07:00

PLN Mobile

K5422090
903207

ferry fahrizal

62811650XXX

kwh meter periksa

Selesai

2022-09-
09T12:22:41+07:00

PLN Mobile

K5422091
502026

Marzuki

628136094 7XX
X

1.Juni stand meter 00012268-
00012268 = 0 kwh Rp. 142.847
2. juli stand meter 00012268-
00012270 = 2 Kwh Rp. 142.847
3. Agustus stand meter
00012270-00012300 = 30 Kwh
Rp. 142.847 4. September stand
meter 00012300-00012300 = 0
Kwh Rp. 142.847

Selesai

2022-09-
15T10:13:14+07:00

PLN Mobile

K1422091
500230

BP ABDUL
MUIN

81360393 XXX

MOHON TINDAKLANJUT
DAN PENYELESAIAN. REK
JULI 22 ST AW = 31746, ST
AK = 31878. REK AGUSTUS

Selesai

2022-09-
15T12:12:57+07:00

Call PLN 123




22 ST AW = 31878, ST AK =
32009. REK SEPT 22 ST AW =
32009, ST AK = 32887. ST
APP TGL 14/9/22 = 32950.
RUMAH TIDAK DIHUNI.

10.

K5422091
505611

muslia fitri

6285268913XX
X

saya ingin tau kenapa tagihan
saya bulan ini terlalu banyak
sampai 2juta? padahal dirumah
tidak ada orang. yang biasa
hidup hanya lampu dan mesin
air sanyo.karna dua bulan
sebelum ya untuk tagihan juli
dan agustus hanya 200ribuan
saja.

Selesai

2022-09-
15T16:14:41+07:00

PLN Mobile

11.

K5422091
505863

IBU
MUSLIA

85268913XXX

MOHON TINDAKLANJUT
DAN PENYELESAIAN.
PELANGGAN MERASA
LONJAKAN TAGIHAN REK
SEPTEMBER 2022. ST AW
6685, ST AK 8032, ST
BERDASARKAN ANGKA
ACMT SEPTEMBER 2022 =
8032. REK (BELUM
DILUNASI). (PERSIL TIDAK
DIHUNI, TIDAK TERKUNCI,
APP MUDAH DIJANGKAU,
TIDAK PERNAH MELIHAT
KEDATANGAN PETUGAS).
ID PEL 111000341530 AN.
H.BACHTIAR,BAC

Selesai

2022-09-
15T16:40:47+07:00

Live Chat PLN Mobile




